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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1. Konsonan  
Huruf  Arab Nama Huruf Latin Nama 
 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا
 ba B Be ب
 ta T Te ت
 (s\a s\ es (dengan titik di atas ث
 jim J Je ج
 (h}a h} ha (dengan titik di bawah ح
 kha Kh ka dan ha خ
 dal D De د
 (z\al z\ zet (dengan titik di atas ذ
 ra R Er ر 
 zai Z Zet ز 
 sin S Es س
 syin Sy es dan ye ش
 (s}ad s} es (dengan titik di bawah ص
 (d{ad d} de (dengan titik di bawah ض
 (t}a t} te (dengan titik di bawah ط
 (z}a z} zet (dengan titik di bawah ظ
 ain ‘ apostrof terbalik‘ ع




Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau  harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 fa F Ef ف
 qaf Q Qi ق
 kaf k Ka ك
 lam l El ل
 mim m Em م
 nun n En ن
 wau w We و
 ha h Ha ـه
 hamzah ’ Apostrof ء
 ya y Ye ى
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fath}ah a A ا  
 Kasrah i I ا  
 d}amah u U ا  
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 fath}ah dan ى ى   
ya>’ 





 kaifa :ك ي ف  
ل    haula : ه و 
3. Maddah  
Maddah atau vokal  panjang  yang  lambangnya  berupa  harakat  dan  huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Contoh: 
ات    ma>ta :  م 
م ى  <rama :  ر 
 qi>la :  ق ي ل  
ت   و   yamu>tu :  ي م 
4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang 
hidup atau mendapat harakat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah 
[t]. Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 
ta>’marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ف ال   ة  اْل   ط  ض  و   <raud}ah al-at}fal :  ر 
ل ة   ي ن ة  ال ف اض  د   al-madi>nah al-fa>d}ilah :  ا ل م 
ة   م   al-h}ikmah :   ا ل حك 
 fath}ah dan ى و  
wau 







 ...َ ا      ...َ ى  
 fath}ah dan alif atau 
ya>’ 
a> a dan garis di atas 
 kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas  ىى




5. Syaddah (Tasdi>d)  
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d (   ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
بَّنا    <rabbana : ر 
ي ن ا  <najjaina:  ن جَّ
ق    al-haqq :  ا ل ح 
م    nu“ima :  ن ع  
 aduwwun‘ :  ع د و  
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
)  ى ي  ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 
 (Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly‘ :  ع ل ي  
 (Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby‘ : ع ر  ب ي  
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf qamariyyah. 
Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata 
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis 
mendatar (-). 
Contoh: 
س    (al-syamsu (bukan asy-syamsu :  ا لشَّم 
ل ة   ل ز   (al-zalzalah (bukan az-zalzalah :  ا لزَّ
ف ل س ف ة    al-falsafah :  ا ل 
 al-bila>du :  ا ل ب ال د  
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 





ن   و  ر   <ta’murun :  ت أ  م 
ع   ‘al-nau :   ا لنَّو 
ء    syai’un :   ش ي 
ت   ر   umirtu :   أ م 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditrans-literasi 
secara utuh.  
Contoh: 
Fi> Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
9. Lafz} al-Jala>lah (هللا) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ي ن  هللا    billa>h ب ا هلل di>nulla>h د 
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. 
 Contoh: 
ة  هللا    م  ح  ه م  ف ي  ر  hum fi> rah}matilla>h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 




sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}i‘a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu> 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.   = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 
saw.   = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s.   = ‘alaihi al-sala>m 
H   = Hijrah 
M   = Masehi 
SM   = Sebelum Masehi 
l.   = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 
Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r H{a>mid (bukan: 





w.   = Wafat tahun 
QS …/…: 4  = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<l ‘Imra>n/3: 4 
HR   = Hadis Riwayat 
Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut: 
 صفحة = ص
 بدون مكان =  دم
 صلى هللا عليه و سلم =  صلعم
 طبعة =  ط
 بدون ناشر =  دن
الى اخره\الى اخرها =  الخ  





















Nama    : Muhammad Wildan 
Nim    : 10300117006 
Judul Skiripsi            :  Memilih Pemimpin Non-Muslim di Wilayah Mayoritas 
Muslim (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan 
Muhammadiyah 
Skiripsi ini membahas mengenai memilih pemimpin non-Muslim di wilayah 
Mayoritas Muslim dilihat dari pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. 
Adapun rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah (1) 
Bagaimana prosedur suksesi kepemimpinan dalam Islam ? (2) Bagaimana pandangan 
fikih terhadap kepemimpinan non-Muslim ? (3) Bagaimana pandangan organisasi 
masyarakat Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap hukum memilih 
pemimpin non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim ? 
Jenis Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan 
(Library Research) yang berpedoman terhadap pengolahan data dan juga didapatkan 
dari berbagai literatur yang berkaitan dengan judul skiripsi ini yang bersumber dari 
data primer dan data sekunder. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan politik yakni proses suksesi kepemimpinan, permasalahan kepemimpinan 
non-Muslim dan hukum memilih pemimpin non-Muslim dilihat dari pandangan 
organisasi masyarakat Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur suksesi kepemimpinan 
dalam Islam tidak dijelaskan bagaimana prosedur yang baku dan standar yang 
ditetapkan oleh Al-Qur’an dan hadist akan tetapi jumhur ulama sepakat dengan 
ijtihadnya bahwa pemimpin dalam Islam dipilih dengan dua cara yakni ditunjuk oleh 
ahlul halli wal aqdi (Komite Pemilihan) dan ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. 
Jumhur ulama fikih memandang bahwa kepemimpinan non-Muslim didalam wilayah 
mayoritas Muslim itu tidak diperbolehkan karena kepemimpinannya tidak sah secara 
syariah Islam, kecuali pemimpin non-Muslim ini memimpin dan menguasai di daerah 
yang mayoritas non-Muslim. Sedangkan dalam pandangan Nahdlatul Ulama dan 
Muhammadiyah mengenai hukum memilih pemimpin non-Muslim sudah ada 
ketetapan fatwa dari kedua ormas tersebut bahwa haram memilih pemimpin non-
Muslim akan tetapi Nahdlatul Ulama sedikit memberikan kelonggaran dengan 
mengecualikan yakni dalam keadaan darurat. 
Implikasi dari penelitian ini yakni dengan adanya fatwa terkait hukum 
memilih pemimpin non-Muslim dari organisasi masyarakat Islam Nahdlatul Ulama 
dan Muhammadiyah, dapat memudahkan masyarakat umum untuk mengetahui 
hukumnya memilih pemimpin non-Muslim dan juga menentukan sikap terhadap 






A. Latar Belakang 
Ajaran agama Islam hakikatnya mencakup berbagai permasalahan, baik 
dimensiteologi, sejarah, spritual, moral, sosial, kebudayaan, hukum, ilmu 
pengetahuan, maupun politik, dijelaskan bahwa dalam syariat Islam tidak hanya 
mengatur masalah ibadah dalam hubungan vertikal dengan Allah swt semata (hablum 
minallah), tetapi juga mengatur masalah muamalah hubungan horizontal manusia 
dengan manusia lainnya dalam interaksi sosial kemasyarakatan (hablum minannas).
1
 
Konsep ajaran terhadap pemimpin dan memilih pemimpin merupakan salah 
satu rahmat yang di bawa oleh Islam sebagai agama rahmatan lilalamin. Posisi 
pemimpin dalam Islam adalah posisi sangat penting bahkan pada saat Nabi 
Muhammad saw wafat, hal yang pertama dilakukan oleh para sahabat adalah 
bermusyawarah untuk memilih seseorang yang mampu menggantikan Nabi 
Muhammad saw sebagai khalifah atau pemimpin karena seorang pemimpin sangat 
dibutuhkan untuk mengatur tatanan kehidupan umat. Islam juga telah memberikan 
persyaratan yang wajib dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin dan persyaratan 
tersebut telah ditentukan oleh Islam karena untuk menjadi seorang pemimpin itu berat 
pertanggung jawabannya di akhirat kelak, dan juga merupakan salah satu amalan 
yang terbaik, apabila pemimpin tersebut amanah dan adil dalam memimpin, sehingga 
kepemimpinan adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan 
ini, sudah menjadi sunnatullah dan fitrah manusia untuk membuat sebuah kelompok 
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dan dalam sebuah kelompok dibutuhkan seorang pemimpin, yang memberikan visi 
dan misi yang jelas kepada rakyatnya. 
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia 
dengan jumlah penduduk Muslim sekitar 229 juta jiwa dari 266 juta keseluruhan 
penduduk Indonesia atau sekitar 87% penduduknya adalah beragama Islam.
2
 Adapun 
penduduk yang Non-Muslim di Indonesia mencapai 13% yang terdiri dari berbagai 
agama seperti Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, 
walaupun penduduk non-Muslim di Indonesia adalah minoritas, akan tetapi sebagian 
besar rakyat Indonesia memiliki sifat toleran terhadap saudara sebangsanya sehingga 
penduduk non-Muslim dapat hidup berdampingan dengan penduduk Muslim dengan 
aman tanpa merasa terancam. 
Dalam hal kepemimpinan, sangat menjadi perhatian yang menarik dan juga 
memunculkan perdebatan dikalangan akademisi dan juga tentunya masyarakat umum 
mengenai suatu minoritas memimpin dalam wilayah mayoritas seperti yang terjadi 
dalam kecalakaan politik  di beberapa daerah di Indonesia pada tahun 2015 saat 
menjabatnya Basuki Tjahja Purnama atau biasa disebut dengan Ahok yang beragama 
Kristen Protestan (non-Muslim) menjadi Gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko 
Widodo yang pada saat itu terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Persoalan 
ini banyak menuai kontroversi dari sebagian besar umat Islam di Indonesia karena 
DKI Jakarta di nilai identik dengan kota Islami, dan kota santri sehingga tidak layak  
dipimpin oleh orang kafir yang terkenal dengan sikap dan perkataannya yang kasar, 
oleh karena itu banyak diantara bentuk penolakan yang dilakukan oleh umat Islam 
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mulai dari cuitan dimedia sosial sampai penolakan yang bersifat publik yakni 
demontrasi di Jakarta dan berbagai titik di wilayah Indonesia, tidak hanya dari ormas 
Front Pembela Islam (FPI) yang menunjukkan sikap penolakannya sejak Ahok masih 
menjadi wakil Gubernur dari Jokowi tetapi juga organisasi masyarakat Islam lainnya 
seperti Sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia, Ketua Habib Muda Jakarta, dan 
Ketua Forum Betawi Bersatu, mereka berdalih bahwa Ahok telah melakukan politik 
penghancuran nilai-nilai Islam di Jakarta, yakni ia melakukan lelang jabatan, larangan 
tabligh akbar yang alasannya karena mengakibatkan kemacetan dan alasan higienitas 
dibalik larangan penyembelihan kurban pada hari raya Idul Adha di sekolah umum 
seperti yang di beritakan oleh media-media Islam.
3
 Walaupun diketahui bahwa ahok 
juga pernah memberikan dampak maslahat kepada umat Islam pada saat menjabat 
sebagai Walikota Bengkulu dan juga sewaktu kepemimpinan ahok di Jakarta dengan 
program-programnya yang pro kepada umat Islam, seperti memberikan gaji bulanan 
kepada marbot masjid, ahok juga pernah berjanji untuk menyamakan kurikulum 
pesantren dengan sekolah negeri, membangun masjid di balai kota yang sebelumnya 
belum pernah ada yang membangun masjid disana.
4
 Tetapi pada waktu mencalonkan 
sebagai Gubernur DKI Jakarta sebagai petahana tahun 2016 ahok melakukan 
penistaan agama Islam dengan mengatakan dihadapan warga Kepulauan Seribu 
“jangan mau dibodohi pakai Al-Maidah ayat 51”, sehingga pernyataan ahok tersebut 
ditafsirkan dengan maksud bahwa Al-Qur’an adalah alat kebohongan dan ini 
langsung mendapat kecaman keras dari umat Islam karena tidak sepantasnya bagi 
seorang pejabat publik mengatakan hal demikian apalagi pernyataan itu menyinggung 
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agama yang bermayoritaskan di Indonesia. Olehnya itu umat Islam pada saat itu 
mayoritas tidak meyukai kepemimpinan ahok tetapi juga banyak yang 
mendukungnya karena alasan-alasan itu tadi. Di dalam Al-Qur’an surah Al-Maidah/5: 
51 dijelaskan bahwa umat Islam dilarang menjadikan non-Muslim sebagai teman 
dekat atau menjadi pemimpin.  
 
ي اَْوِليَۤاَء ۘ َبْعُضُهْن اَْوِليَۤاُء َبْعٍضٍۗ   ٰيٰٓاَيَُّها الَِّزْيَي ٰاَهٌُْىا ََل تَتَِّخزُوا اْليَُهْىدَ َوالٌَّٰصٰشٰٓ
َ ََل يَْهِذي اْلقَْىَم الظهِلِوْيَي  ٌُْهْن ٍۗ اِىَّ ّٰللاه ٌُْكْن فَِاًَّٗه ِه َوَهْي يَّتََىلَُّهْن ِهّ
 
Terjemahnya: 
Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu menjadikan orang Yahudi 
dan Nasrani sebagai teman setia (mu): mereka satu sama lain saling 
melindungi. Barang siapa diantara kamu menjadikan mereka teman setia maka 
sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi 




Makna surah Al-Maidah ayat 51 ini juga tercantum dalam surah lain yakni 
dalam surah An-Nisa ayat 140, namun ayat ini tidak spesifik penyebutan kata awliya’ 
seperti dalam Al-Maidah ayat 51, hakikatnya sama karena dalam mengambil 
pemimpin cukup sederhana, kalau di artikan teman dekat, hanya teman dekat saja 
dilarang apalagi menjadi pemimpin.  
Adapun kasus kepemimpinan non-Muslim di Indonesia lainnya yakni salah 
satunya di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Cornelis yang merupakan seorang 
Gubernur beragama Kristen Khatolik (non-Muslim) periode 2008-2018, walaupun 
Kalimantan Barat adalah daerah yang bermayoritaskan Muslim tetapi Cornelis 
berhasil terpilih sebagai Gubernur 2 (dua) periode dikarenakan faktor etnisitas yakni 
etnis suku Dayak yang merupakan suku mayoritas disana. Kasus penistaan agama 
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Islam juga pernah dilakukan oleh Cornelis dengan mengatakan “suku Melayu dan 
agama Islam adalah penjajah paling lama di Indonesia” bahkan ikut menyamakan 
etnis dan agama tersebut seperti pemerintahan kolonial Belanda. Dan hal ini jelas 
pernyataan tersebut meruntuhkan kemuliaan-kemuliaan Islam.
6
 
Di Indonesia negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, memilih pemimpin 
diwujudkan dalam sebuah sistem demokrasi, dalam Undang-Undang Dasar Tahun 
1945 Pasal 6 Ayat 1 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, 
yang merupakan kewajiban dalam memilih seorang pemimpin dalam hal pemilihan 
kepala daerah tingkat kota dan kabupaten, yakni pemilihan Walikota  dan Bupati 
dalam jangka waktu lima tahun atau satu periode, juga tingkat di atasnya, yakni 
provinsi dilaksanakan pemilihan Gubernur dalam jangka waktu yang sama, dan pada 
tingkat nasional dilaksanakan pemilihan Presiden untuk memimpin negara, pemilihan 
tersebut diperuntukkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pokok sebagai lembaga 
eksekutif, selanjutnya pemilihan di lembaga legislatif yakni pemilihan umum untuk 
memilih wakil rakyat yang nantinya akan duduk dilembaga Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD). Dalam konteks demokrasi di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) telah memberikan fatwa terkait dengan haramnya golput, oleh karenanya 
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Kewajiban untuk memilih pemimpin diatur juga dalam UU nomor 10 Tahun 
2016 mengenai perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan 
peraturan pemerintahan pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. Berdasarkan peraturan 
tersebut jelas bahwa setiap warga negara Indonesia baik itu Muslim dan non-Muslim 
mempunyai hak yang sama untuk dipilih sebagai pemimpin atau memilih pemimpin 
di Indonesia baik dari lingkup negara (Presiden), provinsi (Gubernur), dan 
kabupaten/kota (Bupati/Walikota) tanpa membedakan keyakinan atau agama yang 
dianutnya. Pada konstitusi yang ada di Indonesia, kita diperhadapkan pada beragam 
calon pemimpin yang telah memiliki kualifikasi serta kapabilitas untuk mencalonkan 
dirinya dalam pentas demokrasi, tentu latar belakang keagamaan yang beragam pada 
calon pemimpin tersebut, memunculkan pertanyaan bagaimanakah hukum memilih 
pemimpin non-Muslim dalam syariah Islam?
 8 
Dalam hal ini agama sudah menjadi salah satu faktor utama yang sangat 
mempengaruhi ketetapan kebijakan, Sehingga kepemimpinan non-Muslim di wilayah 
mayoritas Muslim tentu akan menjadi celah bagi pemimpin non-Muslim untuk 
mengendalikan atau menguasai umat Islam dalam berbagai aspek. Hal ini jelas 
bertentangan dengan salah satu prinsip Islam, yaitu menjunjung tinggi Izzatul Islam 
wal Muslimin, yakni Kemuliaan Islam.
 9
 Pengangkatan seorang sebagai pemimpin 
yang mengatur hajat hidup orang banyak di wilayah mayoritas Muslim, pemimpin 
tersebut haruslah beragama Islam, apalagi di Indonesia sendiri yang mayoritasnya 
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adalah masyarakat Muslim banyak ormas Islam yang diantaranya memiliki banyak 
pengikut adalah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang mempunyai pengaruh 
besar dalam berbagai aspek seperti sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, maupun 
politik yang  dapat mempengaruhi pengikutnya dalam menentukan seorang 
pemimpin. Di dalam Al-Qur’an Surah Al- Imran/3: 28 dijelaskan Allah swt melarang 
orang beriman untuk menjadikan orang kafir (non-Muslim) sebagai pemimpin 
ataupun orang kepercayaan, karena di khawatirkan mereka akan berkhianat dan 
membuat kerusakan di bumi.  
 
ٌِْيَيَۚ َوَهْي يَّْفَعْل ٰرلِ  َك فَلَْيَس ََل َيتَِّخِز اْلُوْؤِهٌُْىَى اْلٰكِفِشْيَي اَْوِليَۤاَء ِهْي دُْوِى اْلُوْؤِه
 ِ ُ ًَْفَسٗه ٍۗ َواِلًَ ّٰللاه ُسُكُن ّٰللاه ٌُْهْن تُٰقىةً ٍۗ َويَُحزِّ ٰٓ اَْى تَتَّقُْىا ِه ِ فِْي َشْيٍء اَِلَّ ِهَي ّٰللاه
 اْلَوِصْيشُ 
Terjemahnya:  
“Janganlah bagi orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai 
pemimpin, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa yang 
berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena 
(siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah 
memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah  
tempat kembali”. (QS. Al-Imran/3: 28).
10
 
Beberapa alasan ulama melarang umat Islam untuk memilih pemimpin non- 
Muslim di wilayah mayoritas Muslim adalah Pertama, karena non- Muslim 
mengingkari kebenaran agama yang dianut oleh umat Islam. Kedua, karena non-
Muslim berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi umat Islam, Ketiga, karena 
ketika sudah berhasil menjadi penguasa atau pemimpin atas umat Islam, maka  
pemimpin non- Muslim di khawatirkan tidak akan memihak kepada kepentingan 
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umat Islam karena biasanya mereka akan lebih berpihak kepada kepentingan umatnya 
sendiri yakni umat non-Muslim.
11
 Oleh karena itu Islam melarang umatnya untuk 
menjadikan non-Muslim sebagai pemimpin 
Berbeda dengan salah satu ulama tafsir kontemporer terkemuka di dunia asal 
Indonesia yakni Muhammad Quraish Shihab penulis buku tafsir Al-Misbah, yang 
tidak menyetujui pelarangan memilih non-Muslim menjadi seorang pemimpin 
pemerintahan bagi umat Islam secara mutlak. Quraish Shihab pernah mengatakan 
bahwa memang benar umat Islam dilarang mengangkat orang-orang non-Muslim 
yang mempunyai sifat-sifat tercela menjadi pemimpin pemerintahan, yang tugas dan 
kewajibannya mengatur kehidupan bermasyarakat bagi orang-orang Muslim, 
walaupun tidak semua orang non-Muslim mempunyai sifat-sifat buruk tersebut, ada 
juga yang bersifat netral dengan umat Islam, bahkan ada yang dipuji oleh Al-Qur‟an, 




ِ ٰاًَۤاَء الَّْيِل َوُهْن  ةٌ قَۤاىَِٕوةٌ يَّتْلُْىَى ٰاٰيِت ّٰللاه يَْسُجذُْوىَ لَْيُسْىا َسَىۤاًء ٍۗ ِهْي اَْهِل اْلِكٰتِب اُهَّ   
Terjemahnya: 
”Mereka itu tidak sama; diantara Ahli Kitab itu ada golongan yang berlaku 
lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu dimalam hari, 
sedang mereka juga bersujud (sembahyang)”. (QS. Al-Imran/3: 113)
13
 
Berdasarkan uraian diatas terjadi beberapa pendapat dikalangan ulama 
mengenai status hukum memilih pemimpin non-Muslim di wilayah mayoritas 
Muslim. maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian dan penelitian dengan 
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mengambil pendapat atau pandangan organisasi masyarakat Islam yakni Nahdlatul 
Ulama dan Muhammadiyah sebagai ormas terbesar di Indonesia yang sangat 
mempengaruhi sebagian besar umat Islam dalam menentukan dan memilih pemimpin 
daerah. Dan karena itu penulis mengambil judul “Memilih Pemimpin Non-Muslim 
di Wilayah Mayoritas Muslim (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan 
Muhammadiyah) 
B. Rumusan Masalah 
Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka terdapat pokok masalah yang 
memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana prosedur suksesi kepemimpinan dalam Islam? 
2. Bagaimana pandangan fikih terhadap kepemimpinan non-Muslim? 
3. Bagaimana pandangan organisasi masyarakat Islam Nahdlatul Ulama dan 
Muhammadiyah terhadap hukum memilih pemimpin non-Muslim di wilayah 
mayoritas Muslim?  
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Pembahasan 
Untuk memperjelas memahami judul skiripsi ini, penulis terlebih dahulu 
menjabarkan istilah yang termuat didalam judul skiripsi ini yaitu “MEMILIH 
PEMIMPIN NON-MUSLIM DI WILAYAH MAYORITAS MUSLIM 
(PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH)”. 
1. Pengertian Judul 
Definisi mengenai pemimpin bervariasi sebanyak orang yang mencoba 
mendefinisikan tentang konsep pemimpin ini. Pemimpin berasal dari kata pimpin, 
dalam bahasa Inggris yakni disebut lead berarti  bimbing  dan   tuntun. 





dan yang memimpin, dan dalam bahasa Inggris disebut leader yang berarti orang 
yang menuntun atau yang membimbing. Secara istilah pemimpin merupakan orang 
yang mempengaruhi serta membujuk pihak lain untuk mencapai tujuan bersama, 
sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur dan pusat proses 
kelompok atau organisasi.
14
 Pemimpin merupakan seorang yang memimpin dengan 
memprakarsai tingkah laku sosial dengan mempengaruhi, mengatur, mengarahkan, 
mengontrol usaha/upaya orang lain melalui kekuasaan atau posisi.
15
  Non-Muslim 
adalah orang yang bukan atau tidak beragama Islam. Jadi pemimpin non-Muslim 
adalah seorang pemimpin yang tidak beragama ataua pemimpin yang beragama selain 
agama Islam. 
Wilayah adalah daerah kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dan 
sebagainya, lingkungan pusat maupun daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, 
kelurahan). 
Mayoritas adalah “Jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri-ciri 
tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain, yang tidak 
mempunyai ciri-ciri itu”.
16
 Dengan demikian, mayoritas yaitu golongan sosial yang 
jumlah warganya jauh lebih besar dan lebih banyak bila dibandingkan dengan 
golongan lain di suatu masyarakat. Muslim adalah orang yang beragama Islam. 
kelompok mayoritas dalam penelitian ini adalah penganut umat beragama Islam yang 
paling banyak dalam suatu wilayah. 
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Perspektif adalah sudut pandang, pandangan luas, tinjauan. 
Nahdlatul Ulama bermakna kebangkitan Ulama yang merupakan organisasi 
masyarakat Islam terbesar di Indonesia, sejarah lahirnya NU terjadi pada tanggal 31 
Januari 1926, Nahdlatul Ulama digagas oleh para kiyai ternama di Jawa Timur, Jawa 
Barat, Jawa Tengah dan Madura yang menggelar pertemuan di kediaman K.H Wahab 
Chasbullah di Surabaya, Jawa Timur, selain K.H. Wahab Chasbullah, pertemuan para 
kiyai itu juga merupakan prakarsa dari K.H. Hasyim Asy’ari. NU ini berpaham 
Ahlusunnah Waljamaah yakni dalam konteks aqidah adalah Asy’ariyah dan 
Maturidiyah dan dalam konteks fikih ialah salah satu 4 madzhab fikih sunni yakni 
madzhab Imam Syafi’i. 
Muhammadiyah, makna dari Muhammadiyah adalah pengikut Muhammad 
saw. Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat Islam terbesar kedua di 
Indonesia setelah Nahdlatul Ulama, sejarah lahirnya Muhammadiyah terjadi pada 
tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan. 
Muhammadiyah juga merupakan ormas Islam yang berpaham Ahlusunnah 
Waljamaah yakni 4 madzhab fikih sunni, madzhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan 
Hambali. 
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari judul skiripsi 
ini adalah meninjau dan memberikan pandangan atau pendapat berdasarkan 
pemikiran Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai ormas  Islam yang 
berpengaruh terhadap masyarakat Islam di Indonesia mengenai hukum memilih 
pemimpin non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim. 
2. Ruang Lingkup Pembahasan 





b. Tinjauan umum tentang Pemimpin 
c. Pengertian non-Muslim 
d. Pengertian Fikih 
e. Nahdlatul Ulama 
f. Muhammadiyah 
g. Konsep kepemimpinan Islam menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah 
h. Bentuk Negara dalam Islam Menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah 
i. Prosedur Suksesi Kepemimpinan dalam Islam 
j. Pandangan Fikih terhadap Kepemimpinan non-Muslim 
k. Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap Hukum  memilih 
Pemimpin non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim 
D. Kajian Pustaka 
Untuk memberikan pemahaman dan memudahkan penulis dalam 
menyelesaikan karya tulis ini dengan penjelasan yang valid, maka penulis mengambil 
beberapa bahan pembanding dan penunjang, rujukan referensi yang ada tentunya 
berkaitan dengan skripsi karena merupakan sumber penting. 
1. Buku yang berjudul “Haram Memilih Pemimpin Non-Muslim” oleh As-Sayyid 
Muhammad Hanif Alattas yang di akses dalam web Front Santri Indonesia (FSI) 
dimana fokus pembahasan dalam buku ini adalah mengenai haramnya umat 
Islam DKI Jakarta memilih Gubernur non-Muslim, dimana buku ini menjadi 
jawaban atas buku 7 dalil umat Islam DKI dalam memilih gubernur dan berbagai 
syubhat seputar keharaman memilih pemimpin non-Muslim. 
2. Buku yang berjudul “Presiden Non-Muslim Di Negara Muslim” karya Mujar 





konteks Indonesia, menjelaskan mengenai ulama-ulama yang pro dan kontra 
terhadap pemimpin non-Muslim. 
3. Sebuah Jurnal Al Qadau Volume 5, Nomor 1 Terbitan tahun 2018 yang berjudul, 
“Hukum memilih pemimpin non-Muslim” karya Sippah Chotban dari Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar, menfokuskan penelitian pada konsep 
kepemimpinan dalam Islam dan bagaimana pandangan Hukum Islam dalam 
memilih pemimpin non-Muslim. 
4. Sebuah Jurnal Ilmu Ushuluddin Volume 2, Nomor 3 Terbitan Tahun 2015 yang 
berjudul “Kepemimpinan non-Muslim dalam Al-Qur’an: Analisis terhadap 
penafsiran FPI mengenai ayat pemimpin non-Muslim. Karya dari Muhammad 
Suryadinata, menfokuskan penelitian terhadap penafsiran Front Pembela Islam 
(FPI) tentang ayat ayat dalam Al Qur’an mengenai haramnya memilih pemimpin 
non-Muslim. 
5. Skiripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif  Terhadap 
Kepemimpinan non-Muslim di Indonesia, karya Nada Novera. Skiripsi ini 
menggunakan penelitian kualitatif (Library Research). Dari penelitian ini 
membahas mengenai Kepemimpinan non-Muslim di Wilayah Negara Republik 
Indonesia dilihat dari pandangan hukum Islam dan hukum positif, dimana 
pembahasan ini menjelaskan kedudukan non-Muslim menjadi pemimpin di 
Indonesia, mengenai perbedaan, di dalam hukum Islam sendiri timbul perbedaan 
pendapat mengenai kepemimpinan non-Muslim, bahwa ada yang melarang dan 
memperbolehkan, sedangkan di dalam UUD 1945 tidak disebutkan sama sekali 
mengenai aturan bahwa pemimpin itu harus beragamakan Islam. Mengenai 





prinsip-prinsip seperti prinsip persamaan dan persaudaraan, prinsip kebebasan, 
prinsip toleransi, yang dimana prinsip-prinsip tersebut sama-sama untuk 
membawa kepada hal kebaikan dan kemaslahatan manusia. Dengan mengingat 
mayoritas Umat Islam di Indonesia, maka Pemimpin yang di wajibkan di 
Indonesia adalah Pemimpin Muslim dan memiliki tujuan untuk kemaslahatan dan 
dapat memberikan kontribusi untuk agama, bangsa dan negara. 
6. Skiripsi yang berjudul “Pemimpin non-Muslim dalam pandangan Nahdlatul 
Ulama DKI Jakarta (Studi Kasus Gubernur non-Muslim DKI Jakarta) karya dari 
Muhammad Ali Zaki, skiripsi ini menggunakan penelitian kualitatif studi 
lapangan, dari hasil penelitian ini mayoritas pengurus PWNU DKI Jakarta 
melarang memilih atau mengangkat pemimpin non-Muslim di Wilayah DKI 
Jakarta. 
7. Skiripsi yang berjudul “Hukum Mengangkat Non Muslim Menjadi Pemimpin, 
(Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif). karya dari Dwi Apriani, 
Skiripsi ini menggunakan penelitian kualitatif (Library Research). Dari hasil 
skiripsi ini maka hukum mengangkat pemimipin non Muslim dalam hukum 
Islam adalah haram walaupun ada beberapa ulama yang memperbolehkan dengan 
syarat-syarat tertentu dan dalam keadaan darurat, sedangkan menurut hukum 
positif non Muslim diperbolehkan untuk menjadi pemimpin karena dalam 
Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 pasal 7 tentang persyaratan 
calon Gubernur, Bupati maupun Walikota, tidak ada persyaratan harus dari orang 
Muslim saja  yang bisa jadi pemimpin, karena di Indonesia juga memiliki hak 





Persoalan kepemimpinan non-Muslim memang telah banyak dikaji, tetapi 
masih jarang di diskusikan dalam konteks keindonesiaan yang dilihat dari pandangan 
ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan dari ketujuh rujukan diatas 
yang digunakan oleh penulis, dan kemudian dapat dibedakan dengan penelitian yang 
terdahulu adalah pandangan organisasi masyakat Islam yakni Nahdlatul Ulama dan 
Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang berpengaruh terhadap masyarakat Islam di 
Indonesia mengenai Hukum memilih Pemimpin non-Muslim di wilayah mayoritas 
Muslim.  
E. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
Dalam penelitian ini penulis memakai Jenis penelitian kepustakaan atau 
Library Research yaitu kegiatan yang menggunakan metode pengumpulan data 
pustaka, membaca dan mencatat serta mengelolah bahan penelitian.
17
 Singkatnya, 
riset pustaka yakni memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data 
penelitian yang jelas, karena sumber datanya diambil dari buku-buku yang berkaitan 
dengan masalah tersebut. 
2. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik 
yang merupakan aktifitas politik yakni proses suksesi kepemimpinan, permasalahan 
kepemimpinan non-Muslim dan hukum memilih pemimpin non-Muslim dilihat dari 
pandangan organisasi masyarakat Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. 
3. Sumber Data 
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Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data ada dua macam yakni 
sebagai berikut: 
a. Sumber Data Primer 
Sumber data ini merupakan objek penting dalam penelitian dengan 
mengambil data dalam Al-Qur’an , Hadist,  pandangan Nahdlatul Ulama dan 
Muhammadiyah baik itu dalam, Bathsul Masa’il NU dan Majelis Tarjih dan Tajdid 
Muhammadiyah ataupun jurnal, buku karya dari tokoh NU dan Muhammadiyah. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder merupakan sumber data yang bersumber dari dokumen, 
artikel, buku, ebook, youtube, skiripsi dan sejenisnya. Sumber data sekunder juga 
merupakan sumber pendukung untuk melengkapi sumber primer. 
4. Analisis Data 
Analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah 
berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan 
adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif adalah 
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 
mencari dan menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan 
penelitian ini. 
F. Tujuan  dan Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan dan manfaat yang ingin dicapai oleh 
penulis, diantaranya: 
1. Tujuan 





b. Untuk mengetahui argumen fikih terhadap kepemimpinan non-Muslim di 
tengah-tengah mayoritas Muslim  
c. Untuk mengetahui bagaimana hukum memilih pemimpin non-Muslim di 
wilayah mayoritas Muslim dilihat dari pandangan Nahdlatul Ulama dan 
Muhammadiyah 
2. Manfaat 
a. Memberikan gambaran terhadap prosedural suksesi kepemimpinan dalam Islam 
dan juga bagaimana pandangan fikih terhadap kepemimpinan non-Muslim 
b. Sebagai bahan pengetahuan dan pertimbangan bagi masyarakat umum 
mengenai status hukum memilih pemimpin non-Muslim dalam pandangan 
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah 
c. Memberi manfaat secara teori dan pengaplikasian terhadap khazanah keilmuan 
pada fakultas Syariah dan Hukum khususnya prodi Perbandingan Madzhab dan 
Hukum. 








A. Tinjauan Umum Tentang Suksesi Kepemimpinan 
1. Pengertian Suksesi Kepemimpinan 
Istilah suksesi diambil dari kata bahasa Inggris yakni succesion, atau bahasa 
Latinnya succeio yang berarti warisan, urutan atau pergantian. yang mempunyai arti 
urutan pewarisan, penggantian.
1
 Suksesi dalam pengertiannya dipandang sebagai 
proses yang sangat kompleks dalam situasi dan kondisi tertentu. Suksesi berkaitan 
dengan sistem pembagian kewenangan dan atau otoritas yang mengakibatkan 
timbulnya dua macam kategori sosial di dalam masyarakat yang mengakuinya, yaitu 
mereka yang menduduki sebagai pemenang otoritas, baik secara substansial maupun 
arahnya berlawanan satu sama lain dalam mencapai kepentingannya. Sedangkan 
seorang pemimpin merupakan orang yang mempunyai wewenang dalam memerintah 
orang lain, baik dalam pekerjaan untuk mencapai tujuan sebuah organisasi 
memerlukan bantuan orang lain. 
Istilah suksesi dikenal sebagai pergantian kepemimpinan dalam suatu wilayah, 
yang dimaknai dengan suatu proses perubahan atau pergantian yang berlangsung 
secara teratur yang terjadi di dalam suatu wilayah dengan jangka waktu tertentu 
hingga terbentuk wilayah atau kekuasaan baru yang berbeda dengan yang 
sebelumnya. Suksesi selalu dianggap sebagai sesuatu hal yang menimbulkan 
perdebatan, hal ini sangat wajar dalam sebuah dinamika kepemimpinan yang selalu 
ada pro dan kontra, ada yang menanggapi dengan dukungan dan tentu ada banyak 
yang menolak terjadinya suksesi ini. 
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2. Bentuk-Bentuk Suksesi Kepemimpinan  
a. Suksesi Dinasti 
Suksesi dinasti merupakan suksesi kepemimpinan yang dilakukan dengan 
sistem garis keturunan atau sistem pewarisan dan penunjukan oleh pemimpin 
sebelumnya, artinya seorang pemimpin mendapatkan kekuasaannya berdasarkan 
warisan dari pemimpin sebelumnya dalam suatu wilayah kekuasaan.
2
 Jadi di dalam 
suksesi seperti ini, jabatan pemimpin dalam suatu wilayah dapat diwariskan oleh 
orang yang terpilih. Adapun tentang siapa yang berwenang mendapatkan warisan 
pemimpin ini adalah yakni keturunan dari pemimpin sebelumnya dan juga menjadi 
hak progratif pemimpin sebelumnya itu sendiri. Suksesi politik seperti ini, akan baik 
dan cenderung tidak menimbulkan kemudharatan apabila mengikuti sistem garis 
keturunan yang teratur, dengan diketahui oleh semua pewaris kepemimpinan dan juga 
seluruh rakyat yang ada di wilayah itu. Sebagai contoh adalah suksesi pada kerajaan 
Arab Saudi yang sangat teratur dengan menyiapkan dan menunjuk pangerang sebagai 
putra mahkota, tetapi apabila tidak mengikuti garis keturunan yang teratur, maka 
potensi kemudhoratan yakni konflik akan muncul pada wilayah tersebut. Suksesi 
model ini banyak ditemukan pada kerajaan Islam periode klasik dan pertengahan, 
dimana raja, ketika akan mendekati ajalnya, akan segera menunjuk siapapun dari 
anggota kerajaan yang diinginkannya, yang biasanya dipilih adalah anak anaknya, 
semisal pada masa Bani Umayyah, Abbasiyah, Turki Ustmani," dan kerajaan-
kerajaan Islam lainnya. Khusus negara kerajaan konstitusional misal Inggris, yang 
mempunyai dua macam suksesi, suksesi untuk memilih kepala negara dan suksesi 
untuk memilih kepala pemerintahan. Suksesi yang pertama Inggris mengikuti pola 
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suksesi dinasti. Tetapi pada suksesi yang kedua, Inggris menggunakan pola 




Pemilu adalah singkatan dari Pemilihan Umum, sistem ini menganut sistem di 
dalam negara demokrasi yakni para pemilih (rakyat) memilih orang orang tertentu 
untuk mengisi jabatan jabatan politik seperti pemilihan anggota legislatif, eksekutif 
maupun partai politik. Jabatan jabatan atau kedudukan yang dimaksud disini adalah 
mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati/ Walikota, sampai tingkatan pemerintahan 
yang terendah, yakni kepala desa. Sistem pemilu yang digunakan di negara Indonesia  
yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. 
Sistem pemilihan umum merupakan sistem pengangkatan kepala negara 
dimana pemimpin menduduki kedudukannya sebagai kepala negara bukan 
berdasarkan pewarisan tetapi berdasarkan pemilihan. Siapapun dapat menjadi kepala 
negara, asalkan mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan peraturan perundangan 
yang berlaku pada negara tersebut, dan mendapatkan dukungan yang sesuai dengan 
harapan, sistem ini masih dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam, yaitu: 
sistem pemilihan langsung dan tidak langsung. Sistem pemilihan langsung adalah 
pemilihan dimana semua warga negara yang sudah mempunyai hak pilih, memilih 
calon kepala negara secara langsung, dan tidak melalui perwakilan. Contohnya yakni 
Amerika Serikat. Pola suksesi yang digunakan di negara ini adalah pemilihan 
langsung calon kepala negara (Presiden) yang sudah dipilih dan disiapkan oleh partai 
yang ada dalam negara tersebut. Pada suksesi model ini, kepala negara sudah dapat 
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diketahui langsung setelah penghitungan suara selesai. Yang di maksud dengan 
pemilihan yang tidak langsung adalah pemilihan kepala negara dimana warga negara 
yang sudah mempunyai hak pilih memilih wakil wakil yang di anggap dapat 
mewakili aspirasinya. Kemudian wakil wakil inilah, yang dianggap mewakili suara 
rakyat yang akan menentukan dan memilih siapa kepala negara yang akan diangkat. 
Dengan anggapan wakil wakil rakyat adalah penjelmaan rakyat seluruhnya, maka 
kepala negara yang dipilih juga dianggap sebagai pilihan rakyat." Contoh suksesi 
model ini pernah terjadi di Indonesia, pada saat MPR mengangkat seseorang untuk 
dijadikan sebagai Presiden dari tahun 1945 sampai dengan 2004. Pemilihan Umum 
merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat, sebagai perwujudan negara 
hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemilu tersebut baik 
untuk pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden dilaksanakan menurut undang undang. Atas dasar itu, maka Presiden dan 
Wakil Presiden diplih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 
politik peserta pemilu seperti dinyatakan pada pasal 6A UUD 1945 bahwa “Presiden 
dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat” dan 
“pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau 




c. Kudeta  
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Kudeta dipahami dengan dua peristiwa yakni yang pertama orang yang 
terdepak atau digulingkan dari kekuasaannya biasanya orang yang sudah tidak 
memiliki pendukung atau massa, hilang kekuatan, dan tidak berkuasa melawan, 
kedua orang yang kemudian mengambil alih kekuasaan, pada umumnya didukung 
pada kekuatan, loyalitas dan keberuntungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kudeta 
hanya bisa dilakukan jika ada sejumlah dukungan dan kekuatan.
5
 . Dan juga coup 
d'etat yakni suatu cara perebutan kekuasaan dengan menggunakan kekuatan 
pemerintah lama untuk menggulingkan dan kemudian menggantikannya, atau 
pronunciamiento yakni suatu perebutan kekuasaan, tetapi dengan menggunakan 
kekuatan militer. Contoh suksesi ini pernah terjadi di negara Mesir dan di Myanmar. 
d. People power  
People power adalah suksesi yang dilakukan dengan penggunaan kekuatan 
keamanan untuk menegakkan kekuasaan politik.
6
 Suksesi politik semacam ini 
berbentuk revolusi yakni suatu cara perebutan kekuasaan dengan menggunakan 
kekuatan seluruh rakyat untuk menggulingkan rezim yang berkuasa. Contoh suksesi 
ini pernah terjadi di Indonesia pada masa Presiden Soeharto yang dikudeta pada tahun 
1998 karna beliau di anggap diktator dan juga terlalu lama menduduki kursi 
kepresidenan olehnya itu sejumlah rakyat terutama mahasiswa di seluruh titik ibukota 
provinsi di Indonesia yang kontra terhadap dirinya dan menginginkan dirinya untuk 
mundur dari jabatannya sebagai Presiden. 
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Setelah pemaparan di atas, maka dapat di ketahui bahwa terdapat bentuk-
bentuk suksesi kepemimpinan yang harus diketahui oleh masyarakat umum agar 
tercapai tujuan suksesi yang diinginkan dalam suatu wilayah atau negara. 
B. Tinjauan Umum Tentang Pemimpin 
1. Pengertian Pemimpin  
Pemimpin berasal dari kata “pimpin’ dalam bahasa inggris, yaitu“lead”, 
setelah ditambah awalan ”pe” menjadi “pemimpin” yaitu “leadership” dan 
kepemimpinan yakni “leadership”. Secara istilah pemimpin merupakan orang yang 
mempengaruhi, membimbing, menuntun serta membujuk pihak lain untuk mencapai 
tujuan bersama, sehingga dengan demikian yang bersangkutan menjadi awal struktur 
dan pusat proses kelompok atau organisasi.
7
 Kemudian pemimpin menurut Edwin A. 
Locke adalah orang yang berproses mengarahkan atau membujuk orang lain untuk 
menentukan langkah-langkah menuju tujuan bersama.
8
 Pemimpin merupakan seorang 
yang memimpin dengan memprakarsai tingkah laku sosial dengan mengatur, 




Istilah kepemimpinan, dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata 
“pimpin” yang mempunyai arti dituntun dan dibimbing. Sedangkan kata pemimpin 
itu sendiri mempunyai arti “orang yang memimpin.” Jadi kepemimpinan adalah cara 
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 Sandang P Siagan, menjelaskan kepemimpinan sebagai 
keterampilan dan kemampuan seseorang yang menduduki suatu jabatan sebagai 
pemimpin untuk berfikir membeikan sumbangsih dalam pencapaian organisasi.
11
 
Pada dasarnya pengertian pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan, 
mempengaruhi, mengajak, mengarahkan, menasehati, membimbing, memerintah, 
melarang dan menghukum serta membina dengan maksud agar yang dipimpin mau 
bekerja dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa kepemimpinan sedikitnya mencakup empat hal yang saling 
berhubungan, yakni adanya pemimpin dan karakteristiknya, adanya pengikut, adanya 




2. Syarat-Syarat Pemimpin  
Di dalam buku Pemimpin dan Kepemimpinan karya Kartini Kartono 
disebutkan bahwa pemimpin itu harus mempunyai kelebihan, yaitu:  
a. Kapasitas meliputi kecerdasan, kemampuan berbicara dan kemampuan menilai 
yang baik dan buruk 
b. Gelar kersarjanaan, Ilmu pengetahuan yang luas 
c. Tanggungjawab, mandiri, berinisiatif, tekun, percaya diri, agresif, dan punya 
hasrat untuk unggul  
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d. Partisipasif aktif, memiliki sosialbilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif, atau 
suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, dan punya rasa humor 
e. Status meliputi kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, dan popular.13 
Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin 
harus mempunyai kecerdasan, tanggungjawab, serta memiliki kedudukan sosial yang 
di pandang dalam masyarakat. Di dalam konteks hukum di Indonesia pemimpin 
bukan hanya Presiden, karena dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat 
beberapa jabatan lain yang fungsinya sama dengan Presiden tetapi dengan cakupan 
daerah yang lebih kecil seperti Gubernur untuk provinsi, Bupati untuk kabupaten, 
Walikota untuk kota, serta Lurah untuk kelurahannya dan Kepala Desa untuk 
desanya, sampai dengan organisasi terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia. 
Syarat untuk menjadi kepala Negara tertuang dalam Undang-Undang No. 42 
tahun 2008 Pasal 5 tentang pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden. 
Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yakni: 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima 
kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri. 
c. Tidak pernah mengkhianati Negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana 
korupsi dan tindak pidana berat lainnya. 
d. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban 
sebagai Presiden dan Wakil Presiden.  
e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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f. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa 
laporan kekayaan penyelenggara Negara. 
g. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara 
badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan 
Negara. 
h. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan. 
i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela. 
j. Terdaftar sebagai Pemilih. 
k. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban 
membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. 
l. Belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali 
masa jabatan dalam jabatan yang sama. 
m. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. 
n. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. 
o. Berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. 
p. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah 
Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan 





q. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk 
organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI, 
dan 




Adapun Syarat menjadi  Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati 
dan Walikota, Wakil Walikota, di atur dalam Undang-Undang No 10 tahun 2016  
Pasal 1 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yakni: 
a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. 
d. Dihapus . 
e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon 
Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon 
Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. 
f. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika 
berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim. 
g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara 
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terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan 
mantan terpidana. 
h. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
i. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat 
keterangan catatan kepolisian. 
j. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi. 
k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara 
badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan 
Negara. 
l. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap. 
m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi. 
n. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil 
Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam 
jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, 
Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan  
o. Belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau 
Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah 
yang sama. 
p. Berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, 
Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak 





q. Tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat 
Walikota. 
r. Dihapus. 
s. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan. 
t. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional 
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil 
serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon 
peserta Pemilihan, dan  
u. Berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik 
daerah sejak ditetapkan sebagai calon.
15
 
3. Tugas dan Fungsi Pemimpin 
Seorang pemimpin juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi oleh 
pemimpin tersebut. 
Adapun tugas pokok pemimpin secara umum diantaranya adalah: 
a. Fungsi managerial, yaitu berupa kegiatan pokok meliputi penyusunan 
rencana, dan pengarahan suatu kelompok yakni pengendalian penilaian dan 
pelaporan 
b. Mendorong bawahan untuk dapat bekerja  secara maksimalMembina bawahan 
agar dapat bertanggung jawab dan bekerja secara efektif dan efesien   
c. Menciptakan iklim yang baik dan harmonis 
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d. Menyusun fungsi manajemen dengan baik 
e. Menjadi penggerak yang baik dan dapat menjadi sumber kreatifitas 
f. Menjadi perwakilan dalam membina hubungan dengan pihak luar.16 
 Tugas pemimpin kepala daerah di Indonesia sebagai Negara mayoritas 
Muslim diatur dalam undang-undang No 23 tahun 2014.  
a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang 
ditetapkan bersama DPRD.  
b. Kepala daerah harus dapat memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.  
c. Kepala daerah harus dapat menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang 
RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas 
bersama DPRD., serta menyusun RKPD.  
d. Kepala daerah dapat mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan 
dapat menunjuk kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan-
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
e. Mengusulkan wakil kepala daerah, dan  




Adapun fungsi pokok kepemimpinan diantaranya adalah :  
a. Fungsi Simbolik yakni pemimpin dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. 
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b. Fungsi Panglima tertinggi Militer yakni memegang kendali atas kemiliteran 
dalam suatu negara yang di pimpin. 
c. Fungsi kepala administrasi negara disini peran dan fungsi pemimpin sebagai 
pemegang eksekutif. 
d. Fungsi Instruktif “setiap pemimpin perlu memiliki kemampuan dalam 
memberikan perintah yang bersifat komunikatif, supaya dilaksanakannya oleh 
orang yang menerima perintahnya” 
e. Fungsi Konsulatif “fungsi ini bersifat komunikasi dua arah maksudnya yaitu 
interaksi pemimpin dan anggota kelompoknya. 
f. Fungsi Partisipasi “fungsi ini tidak hanya komunikasi dua arah, tetapi juga 
merupakan perwujudan hubungan manusia yang kompleks. 
g. Fungsi Delegasi “setiap pemimpin tidak mungkin bekerja sendirian dalam 
mewujudkan tujuan atau tugas pokoknya, untuk itu pemimpin juga harus mampu 
menjalankan tugas delegasi 
h. Fungsi pengendalian “fungsi ini kebanyakan bersifat komunukasi satu arah yang 
tidak hanya dilaksanakan melalui kegiatan kontrol atau pengawasan 
i. Fungsi keteladanan “fungsi ini menjadikan sebuah pemimpin sebagai contoh 




C. Pengertian Non-Muslim 
Kata non-Muslim dan Kafir sebenarnya memiliki makna yang sama yakni 
orang yang tidak mengesakan Allah swt dan tidak mempercayai Nabi Muhammad 
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saw sebagai Nabi dan Rasul, atau yang tidak beragama Islam.
19
 Kata Muslim berasal 
dari kata bahasa Arab yang berarti orang yang selamat. Kemudian kata Muslim 
ditambahkan dengan imbuhan non, yang maknanya tidak atau bukan.
20
 Jadi 
pengertian dari non-Muslim adalah orang yang tidak selamat secara harfiah, atau 
orang yang tidak beragama Islam. 
Syaikhunal Islam Yusuf Al-Qardhawi mengklasifikasi non-Muslim atau kafir 
dalam dua golongan, yakni pertama golongan yang berdamai dengan orang-orang 
Muslim, serta tidak mengusir dan memerangi mereka dari wilayahnya. Terhadap 
golongan ini, umat Islam harus berlaku adil dan berbuat baik kepada mereka juga 
termasuk diantaranya memberikan hak-hak politiknya sebagai warga negara yang 
sama dengan yang lain. Dan yang kedua adalah golongan yang memusuhi dan 
memerangi umat Islam, seperti kaum kafir Quraisy di masa permulaan Islam di 
Mekah yang sering mencelakai, menyiksa dan menindas umat Islam. Terhadap 
golongan ini, umat Islam diharamkan mengangkat mereka menjadi pemimpin atau 
teman setia.
21
 Argumennya ini berdasar pada QS.Al-Mumtahanah/60: 8 
 
ْه ِديااِرُكْم ااْن  لاْم يُْخِزُجْىُكْم ّمِ ْيِه وا ُ عاِه الَِّذْيها لاْم يُقااتِلُْىُكْم فِى الذِّ َلا ياْنٰهىُكُم ّٰللاه
ا يُِحبُّ اْلُمْقِسِطْيها  ا اِلاْيِهْمْۗ ِانَّ ّٰللاه تُْقِسُطْىْٓ ْوُهْم وا  تابازُّ
Terjemahnya 
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Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-
orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir 
kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang berlaku adil.(QS.Al-Mumtahanah/60: 8).
22
 
Kebanyakan masyarakat umum mengetahui bahwa ada tiga golongan yang 
disebut dengan sebutan non-Muslim, diantaranya yakni istilah Kafir, Ahli Kitab, dan 
Murtad.  
a. Kafir, Secara etimologis, kafir berasal dari kata kafara, yakfuru ,kufran. kata kafir 
berasal dari akar kata kaf, fa, ra yang berarti menutupi. Dari pengertian tersebut 
kemudian muncul beberapa ungkapan yang pada dasarnya dikembalikan kepada 
pengertian tersebut. Misalnya malam disebut kafir karena malam menutupi siang, 
awan disebut kafir karena awan menutupi matahari. Ibnu Mandzur pun demikian, 
mengartikan sebagai menutup atau penutupan pada makna awalnya. Pada makna 
selanjutnya, Ibnu Mandzur mengkategorisasikan makna kufr sebagaimana 
disebutkan oleh para ahli sebagai berikut: 
1. sebagai persamaan dari iman  
2. sebagai persamaan dari syukur 
3. kufr al-inkar yaitu mengingkari Allah dengan hati dan lisannya  
4. kufr al-juhud yaitu mengingkari keesaan Allah dengan lisannya 
5. kufr al-mu‟anadat ialah mengetahui adanya Allah dengan hati dan lisannya, 
tetapi tidak memeluk agama-Nya.
23
 
b. Ahlul Kitab, Kata Ahlul Kitab terdiri dari dua kata Ahlul dan Al-Kitab, kata Ahlul 
berarti keluarga atau kerabat dekat, sedangkan Al-Kitab berarti lembaran atau 
buku. Jadi Ahlul Kitab dapat diartikan sebagai kelompok yang diturunkanya suatu 
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kitab sebelum Al-Qur’an. Para ulama mendefinisikan Ahlul Kitab dengan makna 
sebuah kelompok yang telah memiliki kitab suci sebelum diturunkannya Al-
Qur’an. Istilah yang berkembang untuk Ahlu Kitab adalah menunjukkan kepada 
sebuah kelompok yang beragama Yahudi dan Nasrani, demikian pula yang 
dimaksud dalam Al-Qur’an dan Hadist. Namun sebagian ulama ada diantara 
mereka yang memperluas cakupan Ahlul Kitab, sehingga istilah tersebut tidak 
hanya terbatas kepada dua kelompok yang disebutkan di atas, tetapi mencakup 
agama dan kepercayaan yang lain.
24
 
c. Murtad, Secara harfiah Murtad berarti orang yang berbalik, atau keluar. Dalam 
pandangan hukum Islam, murtad berarti keluar dari agama Islam atau tidak 
mengakui lagi kebenaran Islam, baik dengan berpindah ke agama lain, atau 
menjadi tidak beragama sama sekali atau biasa disebut dengan istilah atheis.
25
 Itu 
semua dilakukan dalam keadaan sadar atau kehendak diri sendiri, bukan karena 
paksaan. 
D. Pengertian Fikih 
Beberapa orang beranggapan bahwa syariat dan fikih memiliki makna yang 
sama, namun pada hakikatnya keduanya berbeda. Ruang lingkup syariat lebih luas 
dibanding fikih, sebab fikih merupakan bagian dari cangkupan syariat. Seperti yang 
diketahui bahwa istilah hukum Islam dikenal dengan istilah syariah dan fikih, arti 
syariah dan fikih sebagai dua konsep yang berbeda, maka sumber hukum bagi 
masing-masing juga berbeda. Syariah bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, 
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sedangkan fikih bersumber dari ijtihad atau pemahaman mujtahid (orang yang 
berijtihad) dengan tetap berpedoman pada dalil-dalil terperinci dari Al-Qur’an dan 
Sunnah Rasulullah saw. Maksud dari syariat adalah segala sesuatu yang atur oleh 
Allah swt terhadap umat Islam dalam bentuk agama, melalui Al-Qur’an dan Sunnah 
Rasulullah saw baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan beliau.
26
 
Dilihat dari definisi ini maka syariat itu mencakup ilmu ushuluddin yakni segala yang 
berkaitan dengan Allah swt, sifat-sifat-Nya, hari akhir dan lain sebagainya yang di 
bahas dalam ilmu kalam dan ilmu tauhid. Syariat juga meliputi hukum-hukum Allah 
atas perbuatan makhluknya yang mencakup halal, haram, mubah, makruh dan sunnah 
yang dikenal dengan istilah fikih.
27
  
Menurut Muhammad Ali al-Faruqiy At-Thanawi salah seorang ulama yang 
fokus dalam menganalisa istilah-istilah dalam bidang ilmu, beliau pernah mengatakan 
bahwa syariat adalah segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya 
berupa hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, baik itu berkaitan dengan tata 
cara perbuatan dan diistilahkan dengan far‟iyyah (cabang) dan amaliyyah (tindakan), 
kemudian dibuatlah ilmu fikih, atau yang berkaitan dengan tata cara i‟tiqadiyyah 
(keyakinan) dan ashliyyah (pokok) yang kemudian dibuatlah ilmu kalam.
28
 Dalam 
bukunya kasysyaf ishthilahat Al-funun beliau menyebutkan syariat sama dengan 
agama dan juga beliau menuturkan perbedaan antara syariah dan fikih tetapi 
terkadang menurut beliau istilah syariat juga bisa diartikan dengan fikih yakni 
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termasuk dalam kategori penyebutan umum dengan maksud arti yang khusus.
29
 
Dalam pandangan ulama lain yakni Abu Ishaq Asy-Syatibi beliau mengatakan bahwa 
syariat adalah segala sesuatu yang membatasi para mukallaf yakni orang yang 
dibebani hukum, baik dari perbuatan, perkataan dan keyakinannya. Syariat  adalah 
kumpulan agama, bukan hanya fikih semata dan juga tetap terjaga dari pengubahan.
30
 
Abu Hamid Al-Ghazali mendefinisikan fikih bermakna pemahaman dan 
pengetahuan mengenai hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf 
yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, atau apakah akad tersebut sah atau 
tidak sah, juga apakah ibadah itu sifatnya ada‟ atau qadha‟ dan semisalnya.
31
 Sayyid 
Syarif Al-Jurjani salah seorang ulama juga dalam kitabnya Al-Ta’rifat membahas 
mengenai pengertian fikih, fikih secara bahasa bermakna faham sedangkan menurut 
istilah yakni sebagai ilmu yang mempelajari mengenai hukum syariat yang bersifat 
amaliyyah yang diambil dari dalil-dalil terperinci yang merupakan hasil dari 
pemikiran mujtahid serta membutuhkan penalaran dan analisa.
32
 
Berdasarkan definisi fikih dari ulama diatas dapat disimpulkan bahwa fikih 
adalah ilmu tentang hukum-hukum Allah swt mengenai perbuatan mukallaf, baik itu 
wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram yang diambil dari dalil Al-Qur’an dan 
Sunnah Rasulullah saw serta dalil dinisbatkan oleh pembuat syariat yakni Allah untuk 
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diketahuinya, dan semua hukum yang berasal dari dalil-dalil tersebut dinamakan 
fikih. 
E. Nahdlatul Ulama 
Nahdlatul Ulama berasal dari kata bahasa Arab, yakni Nahdlatul artinya 
bergerak atau bangkit, Ulama artinya orang yang berilmu dalam bidang agama. Salah 
satu aktor berdirinya Nahdlatul Ulama karena banyaknya perbedaan orientasi dan 
perbedaan ideologis di dalam masyarakat dalam merespon berbagai permasalahan 
yang ada, baik dalam lingkup nasional dan juga internasional khususnya dunia Islam. 
Nahdlatul Ulama sebagai wakil dari kaum tradisionalis, yang merupakan jawaban 
dari umat Islam di Indonesia terhadap masalah dan fenomena yang berkembang 
dalam dunia Islam, dalam memperkuat barisan kebangkitan ulama Nusantara.  
Nahdlatul Ulama (NU) bermakna kebangkitan Ulama yang merupakan 
organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia, sejarah lahirnya terjadi pada 
tanggal 16 Rajab 1344 H/ 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama digagas oleh para kiyai 
ternama di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Madura yang menggelar 
pertemuan di kediaman K.H Wahab Chasbullah di Surabaya, Jawa Timur, selain K.H. 
Wahab Chasbullah, pertemuan para kiyai itu juga merupakan prakarsa dari K.H. 
Hasyim Asy’ari. Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi jamiyah dan diniyah 
Islamiyah yang bertujuan mengenalkan faham teologi ahlu sunnah wal jama‟ah 
aliran pemikiran Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar Islam yang 
bercorak tasamuh (toleran), bersifat tawassuth (moderat), i‟tidal (adil), tawazun 





mencegah dari perbuatan buruk).
33
 Dalam memahami dan juga menafsirkan ajaran 
Islam, Organisasi ini mendasarkan pemahaman agamanya kepada sumber ajaran Al-
Qur’an, Sunnah atau Hadist Nabi, Ijma (kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi), 
yang menggunakan faham ahlu sunnah wal jama‟ah berdasarkan pendekatan 
madzhab. Dalam bidang aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti paham Imam Abu 
Hasan al Asy'ari dan Imam Abu Mansur al Maturidi. Dalam bidang fikih, mengikuti 
madzhab Imam Muhammad bin Idris As Syafi'i sebagai madzhab yang dominan 
digunakan di Asia tenggara meskipun tetap mengakui tiga madzhab ahlusunnah wal 
jamaah yang lain seperti Imam Abu Hanifah An-Nu’man, Imam Malik Bin Anas, dan 
juga Imam Ahmad bin Hambal. Dan dalam bidang tasawuf, Nahdlatul Ulama 
mengikuti Imam Junaidi al Baghdadi dan Imam al Ghazali.  
F. Muhammadiyah 
Muhammadiyah Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata “دمحم“ 
yaitu nama Nabi dan Rasul yang terakhir. Kata Muhammad bermakna “yang terpuji” 
dan mendapatkan tambahan “yah” berfungsi menjeniskan atau berarti pengikut. Jadi 
makna dari Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad saw. Muhammadiyah 
merupakan organisasi masyarakat Islam terbesar kedua di Indonesia setelah Nahdlatul 
Ulama, yang merupakan sebuah gerakan pembaruan sosial yang berbasis nilai-nilai 
keagamaan Islam, Muhammadiyah sendiri mendefinisikan dirinya sebagai “Gerakan 
Islam yakni gerakan dakwah, amar ma‟ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber 
kepada Al-Qur’an dan Sunnah serta berasas Islam.
34
 Sejarah lahirnya 
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Muhammadiyah terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H atau 18 November 1912 M, 
di Yogyakarta, yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah juga 
merupakan ormas islam yang berpaham Ahlusunnah Waljamaah yakni 4 madzhab 
fikih sunni, madzhab Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali. Adapun salah satu 
faktor yang melatarbelakangi berdirinya Muhammadiyah adalah karena kondisi umat 
Islam Indonesia pada saat itu secara umum pemahaman terhadap ajaran agama Islam 
minim akibat dijajah oleh Belanda, dan juga disebabkan rendahnya kualitas 
pendidikan yang dimiliki oleh umat Islam di Indonesia pada saat itu. Olehnya 
pemahaman mereka terhadap agama Islam, sering terjadi penyimpangan.Tujuan dan 
maksud didirikannya Muhammadiyah adalah untuk menegakkan dan menjunjung 
tinggi nilai-nilai Islam di dalam masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat tauhid 
yang toleran, moderat, inklusif, teladan, solid dan juga peduli antar sesama serta 
mempunyai kesadaran mengemban amanah sebagai wakil Allah di bumi yang 
bertugas menciptakan kenyamanan, keamanan, kemakmuran dan keharmonisan, yang 
kemudian cepat menyadari kesalahan dan kekhilafan untuk secepatnya meminta 
maaf, sehingga umat terhindar dari dosa yang berkepanjangan sebagai upaya 
mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak.
35
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KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM ISLAM 
A. Pengertian Pemimpin Dalam Islam 
Dalam perspektif Islam, menurut Al-Qur‟an, istilah pemimpin merujuk pada 
terminologi khalifah, imamah, ulil amri, sulthan dan mulk. Kata Khalifah menurut 
bahasa, yakni khalafa yang bermakna menggantikan atau pewaris. Kata ini digunakan 
dalam sejarah pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, 
dan Bani Abbasiyah sebagai kepemimpinan politik Islam. Khalifah juga sering 
disebut sebagai Amirul Mukminin atau “pemimpin orang yang beriman.” kata 
khalifah berakar kata dengan huruf-huruf „kha‟, „lam‟, dan „fa‟‟, yang mempunyai 
tiga makna pokok, yakni, „mengganti‟, „belakang‟, dan „perubahan‟.Dengan makna 
seperti ini, maka kata kerja khalafa-yakhlufu-khalifah dipergunakan dalam arti bahwa 
khalifah adalah yang mengganti kedudukan Nabi Muhammad saw sebagai pemimpin 
pemerintahan.
1
 Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan khalifah, adanya 
perbedaan inilah yang menyebabkan banyaknya definisi mengenai khalifah. Menurut 
Al-Mawardi, khalifah ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam masalah agama dan 
pengaturan urusan dunia.
2
 Sedangkan Abu Al-A‟la Al-Maududi, menjelaskan bahwa 
khalifah adalah bentuk pemerintahan manusia yang benar menurut pandangan Al-
Qur‟an, yakni pengakuan negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan 
Rasul-Nya di bidang perundang-undangan, meyerahkan segala kekuasaan legislatif 
                                                          
1
Abu Ḥusain Aḥmad bin Faris bin Zakariyah, Mu‟jam Maqayis al-Lughah, (Jilid I; Mesir: Isa 
Al-Bab Al-Halab wa Awladuh, 1972), h. 210. 
2
Surahman Amin dan Fery Muhammadsyah Siregar, Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Al-
Qur‟an, Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur‟an Vol 1. No.1 (2015), h. 4. 
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dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya, dan meyakini bahwa khilafahnya 
itu mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah swt.
3
 
Imamah berasal dari kata imam, dijelaskan bahwa terminologi imam pada 
awalnya berarti pemimpin shalat. Imam juga berarti orang yang diikuti jejaknya dan 
didahulukan urusannya, demikian juga khalifah sebagai imam rakyat.
4
 Ibnu Manzhur 
menjelaskan bahwa imam adalah setiap orang yang di ikuti oleh suatu golongan, baik 
mereka berada dijalan lurus maupun sesat.
5
 Al-Asfaḥani mengemukakan bahwa 
Imam adalah yang diikuti jejaknya, yakni orang yang didahulukan urusannya, atau 
perkataannya, atau perbuatannya, juga bisa berarti kitab atau yang semisalnya.
6
 
Jamak kata Al-Imam disebut aimmah. Dalam Al-Qur‟an, kata imam (bentuk tunggal) 
dipergunakan sebanyak 7 kali. Sementara kata aimmah (bentuk plural) 5 kali dengan 
arti dan maksud yang berbeda sesuai dengan konteks penggunaannya, imam juga bisa 
bermakna pedoman jalan umum dan petunjuk, begitu juga dalam makna kata 
pemimpin, kata ini merujuk pada banyak konteks, seperti Allah swt memanggil para 
pemimpin bersama dengan umatnya untuk menghadap mempertanggungjawabkan 
perbuatan mereka (QS. Al-Isra‟/17: 71), pemimpin orang-orang kafir (QS. Al-
Taubah/9: 12); pemimpin atau para rasul yang dibekali wahyu untuk mengajak 
manusia mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, menunaikan zakat, yaitu Nabi 
                                                          
3
Abu Al-A‟la Al-Maududi, Al-Khilafah wa Al-Mulk, diterjemahkan Muhammad Al-Baqir 
dengan judul Khilafah dan Kerajaan (Cet. VI; Bandung: Mizan, 1996), h.63. 
4
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Abdullah Ad-Dumaiji, Al-Imamah Al-Uzhma Inda ahli Sunnah Wal Jamaah, diterjemahkan 
Umar Mujtahid dengan judul Konsep Kepemimpinan Dalam Islam (Cet. I; Jakarta: Ummul Qura‟, 
2016). h. 37. 
6
Al-Raghib Al-Asfahani, Mufradat Al-Fazh Al-Qur‟an (Cet. I; Damsyiq: Dar al-Qalam, 
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Ibrahim, Ishaq dan Ya‟qub (QS. Al-Anbiya/21: 73), dan pemimpin yang memberi 
petunjuk berdasarkan perintah Allah (QS. Al-Sajdah/32: 24).
7
 Imamah dalam konteks 
sunni dan syiah berbeda dalam pengertiannya, sunni mengartikan imamah sama 
dengan khalifah, sedangkan syiah memaknai imamah bukan hanya dalam lembaga 
politik saja, tetapi mencakup segala aspek, hal ini disebabkan predikat imam bagi 
kaum syi`ah tidak saja terkait dengan aspek politik, tetapi juga mencakup aspek 
agama secara keseluruhan seperti akidah, syariah, dan yang disepakati oleh kaum 




Ulu Al-Amr terdiri atas dua kata yakni ulu dan al-amr. ulu bermakna pemilik, 
dan al-amr bermakna “perintah, atau tuntunan melakukan sesuatu”.
9
 bentuk 
mashdarnya yakni amara-ya‟muru (memerintahkan atau menuntut agar sesuatu 
dikerjakan). Dari sini, maka kata ulu al-amr diterjemahkan “pemilik urusan” dan 
“pemilik kekuasaan” atau “hak memberi perintah.” Kedua makna ini sejalan, karena 
siapa yang berhak memberi perintah berarti ia juga mempunyai kekuasaan mengatur 
sesuatu urusan dan mengendalikan keadaan. Melalui pengertian semacam inilah, 
maka ulu al-amr disepadankan dalam arti “pemimpin.” Al-Thabari dalam tafsirnya 
menyebutkan bahwa para ahli takwil berbeda pendapat mengenai arti ulu al-amr. 
Satu kelompok menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulu al-amr adalah 
pemimpin pemerintahan (umara), sedangkan kelompok lain berpendapat bahwa ulu 
al-amr itu adalah ulama, Ibnu Al-Arabi menyatakaan bahwa yang benar dalam 
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Taufik Abdullah, Ensiklopedi Tematis Dunia Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), 
h. 205. 
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Amir Hamzah, "Kriteria Pemimpin Menurut Al-Qur‟an." Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian 
Islam & Pendidikan Vol. 10. No.2 (2018), h. 18. 
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pandangannya adalah ulu al-amr itu umara dan ulama semuanya.”
10
 Ibn Katsir dalam 
tafsirnya menyimpulkan bahwa ulu al-amr adalah, menurut zhahirnya, ulama. 
Sedangkan secara umum ulu al-amr adalah umara dan ulama.
11
 
Adapun juga beberapa pengertian dari pemimpin dan kepemimpinan dalam 
Islam itu sendiri yakni sulthan dan mulk. Sulthan, akar kata ini adalah sin-lam-tha` 
dengan makna pokok yakni “kekuataan dan paksaan” makna sulthan dalam Al-
Qur`an dipergunakan sebagai kekuasaan, kekutaan memaksa, alasan, bukti dan ilmu 
pengetahuan. Penggunaan kata sulthan untuk makna pemimpin tersebut berkonotasi 
sosiologis, karena ia berkenaan kemampuan untuk mengatasi orang lain. Sehingga 
jelaslah bahwa kata tersebut lebih relevan dengan konsep kemampuan dari pada 
konsep kewenangan (otoritas).
12
 Sedangkan, kata Mulk, mengandung makna pokok 
“keabsahan dan kemampuan” sehingga konsep kepemimpinan dalam makna kata ini 
dengan sifat umum dan berdimensi pemilikan, kembali dari defenisi diatas bahwa 
kata malik tidak hanya bermakna kepemilikan tetapi juga bermakna kekuasaan, 
sehingga jika dikaitkan dengan kekuasaan politik, berimplikasi sebagai pemimpin 
sebagai pemberian Tuhan kepadanya. Sehingga penggunaan kata mulk ini dilihat 
tidak relevan dipergunakan dalam konteks kepemimpinan politik pemerintahan.
13
 
1. Kepemimpinan Menurut Nahdlatul Ulama 
 Konsep kepemimpinan dalam pandangan NU di dalam karya buku tokoh 
besar Nahdlatul Ulama yakni Dawam Raharjo adalah khalifah, imamah, dan ulil 
amri, sama seperti pengertian pemimpin dalam Islam pada umumnya Kata khalifah 
disebut memiliki makna beragam di dalam Al-Qur‟an tetapi yang dimaksud dengan 
khalifah disini ialah konsep kepemimpinan yang bermakna menggantikan atau 
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pengganti dan pewaris, dari kata khalf yang maknanya pergantian, suksesi atau 
regenerasi penerus, wakil, atau penguasa, maka lahir kata khilafah yakni wilayah atau 
sistem yang dipimpin atau dikuasai oleh khalifah.
14
 Menurut Ensiklopedia Islam, 
istilah khalifah muncul dalam sejarah pemerintahan Islam pada masa Rasulullah saw, 
Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah sebagai kepemimpinan 
politik Islam. Imamah atau imam didalam Al-Qur‟an mempunyai beberapa makna 
yakni, jalan lurus, pedoman, kitab, nabi dan pemimpin.
15
 Konsep imam ini 
mempunyai makna amar ma‟ruf nahi mungkar yakni memerintahkan kepada 
kebaikan, mencegah dari perbuatan keburukan dan juga menolong yang lemah 
diantaranya. Dan Uli al-Amri, Istilah Uli al-Amri menurut Nazwar Syamsu 
diterjemahkan sebagai fungsionaris yakni orang yang mengemban tugas dan amanah 
dalam menjalankan fungsi tertentu dalam sebuah kelompok.
16
 Menurut konteks 
ayatnya. Kata amr diterjemahkan dengan perintah yakni perintah Allah,  keputusan 
(oleh Allah atau Orang Mukmin), kepastian (yang ditentukan oleh Allah), dan bahkan 
juga bisa diartikan sebagai kewajiban, misi, tugas dan kepemimpinan.
17
 
2. Kepemimpinan Menurut Muhammadiyah  
Dalam perspektif Muhammadiyah sama dengan konsep kepemimpinan Islam 
seperti yang dijelaskan di atas, yakni khalifah, imamah, dan ulul al-amri, terkait 
dengan konsep kepemimpinan ini Muhammadiyah memandang dengan perspektif 
Tafsir at- Tanwir yang merupakan karya tafsir milik ormas Islam Muhammadiyah. 
Mengenai Khalifah, Tafsir Tanwir mendefinisikan bahwa khalifah adalah 
wakil Allah di bumi. Namun, kekuasaan yang diberikan Allah kepada manusia itu 
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harus dipahami sebagai sebuah amanah atau tanggung jawab untuk mewujudkan 
kedamaian dan kesejahteraan di muka bumi. Imamah dalam pandangan Tafsir Tanwir 
Muhammadiyah secara tegas, mendefinisikan bahwa sosok imam itu mencakup 
pemimpin sosial dan politik, dan status ini merupakan gelar, status, atau pangkat yang 
merupakan anugerah dari Allah sama halnya seperti pangkat nabi dan rasul. Pangkat 
ini tidak semerta merta didapatkan oleh sembarangan orang. Sedangkan Ulu Al- Amr 
tidak hanya mereka yang mendapat amanah memegang kekuasaan pemerintahan. 
Namun, mencakup semua orang yang mendapat amanah, baik amanah di bidang 
pemerintahan, legislatif, yudikatif, maupun kemasyarakatan."
18
 
1. Syarat-Syarat Pemimpin Dalam Islam 
Beberapa syarat seorang pemimpin dalam pandangan Islam yang dipahami 
melalui ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan pendekatan Tafsir Maudhu'i. syarat-syarat 
tersebut adalah sebagai berikut:  
a. Beriman 
Beriman dipahami menggunakan istilah al-aimmah" dan juga menggunakan 
istilah khalifah. "Khusus terminologi al-aimmah sebagaimana yang telah disinggung 
asal kata aslinya adalah al-imam. Dalam penjelasan Taba‟taba‟i bahwa seorang 
pemimpin haruslah beriman dan dalam posisinya sebagai pemimpin telah 
memperoleh hidayah, dan hal tersebut sebagai salah satu bagian dari kepemimpinan 
itu sendiri.
19
 Kemudian lebih diperjelas lagi syarat-syarat orang beriman dalam  QS 
Al-Anbiya/21: 73, senantiasa berbuat baik, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, 
dan mengabdikan dirinya kepada Allah semata. Secara tegas setelah kata khala'if 
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dalam QS. Fatir/35: 39 tersebut dilanjutkan penjelasan tentang ancaman kekafiran. 
Jika dikaitkan dengan masalah kriteria pemimpin, jelas sekali bahwa orang kafir tidak 
boleh diangkat menjadi pemimpin. Kekafiran ini jelas bertentangan dari keimanan 
yang berarti bahwa hanya beriman yang mempunyai kriteria dan sekaligus sebagai 
syarat utama seorang pemimpin. Ini mengandung petunjuk, agar orang-orang Muslim 
jangan memilih pemimpin yang kafir, namun sebaliknya mereka harus memilih 
pemimpin yang beriman. 
b. Adil dan Amanah 
Adil adalah kriteria pemimpin yang dicantum dalam QS. Shad/38: 26. Ayat 
ini menerangkan tentang jabatan khalifah yang diamanahkan oleh Nabi Daud as, 
dimana beliau diperintahkan oleh Allah swt menetapkan keputusan secara adil di 
tengah-tengah masyarakat, umat manusia yang dipimpinnya. Ini yang menjadi acuan 
utama kriteria keadilan bagi seorang pemimpin, sejalan dengan QS. Al-Nisa/4: 58 
yang memerintahkan seorang pemimpin berlaku adil, dan di dahului dengan perintah 
untuk menjalankan amanah kepemimpinan dengan sebaik-baiknya. Abdul Muin 
Salim menjelaskan bahwa dalam ayat tersebut menandakan bahwa menetapkan 
hukum dengan adil tidak hanya ditujukan kepada kelompok sosial tertentu dalam 
masyarakat Muslim, tetapi juga ditujukan kepada setiap orang yang mempunyai 




Amanah dalam pandangan Al-Maraghi adalah sebuah tanggung jawab yang 
terbagi atas tiga, yakni tanggung jawab manusia kepada Allah, tanggung jawab 
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Abd Muin Salim, Fiqh Siyasah; Konsepsi Politik dalam Al-Qur'an (Cet. II; Jakarta: PT. 
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manusia kepada sesamanya, dan juga tanggung jawab manusia terhadap dirinya 
sendiri.
21
 Dengan demikian, kriteria pemimpin yang dimaksud di sini adalah tidak 
khianat terhadap tanggungjawab yang diberikan Allah, dan jabatan apapun 
diberikannya dari sesama manusia, dan terhadap dirinya sendiri. Intinya adalah, 
bahwa seorang pemimpin yang baik harus baik pula hubungannya dengan Allah dan 
hubungan dengan sesama manusia. Dari sekian banyak kriteria dan sifat untuk 
menentukan seorang pemimpin, sifat amanah adalah seutuhnya. Amanah menjadi 
sifat dasar bagi kemuliaan dan kebaikan seorang pemimpin. Pemimpin yang kuat 
memegang amanah akan menjadi pemimpin yang istiqamah dan independen. Amanah 
bukan hanya kepercayaan dari masyarakat yang harus dijaga sekuat mungkin, tapi 
lebih dari itu, memegang amanah merupakan wujud ketakwaan kepada Allah swt.
22
 
c. Rasuliy  
Rasuliy artinya berkepribadian seperti Rasul Allah, yakni kriteria pemimpin 
yang memenuhi syarat seperti yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim as dan Nabi 
Muhammad saw dalam menjalankan kepemimpinan. menerangkan tentang 
penunjukan langsung kepada Ibrahim as dalam posisinya sebagai imamah 
(pemimpin), setelah beliau mendapat beberapa ujian dari Allah swt, terutama setelah 
memutuskan untuk mengorbankan anaknya Ismail as berdasarkan perintah Allah swt 
kepadanya.
23
 Inilah pengalaman hidupnya dan ujian berat yang telah dilaluinya, 
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sehingga beliau dijuluki sebagai bapak agama fitrah dan sekaligus imam bagi nabi-
nabi setelahnya. 
 Berdasarkan keterangan di atas, maka kriteria pemimpin yang dikehendaki 
adalah telah melalui beberapa tahap ujian dan seleksi yang ketat (fit and proper test), 
memiliki banyak pengalaman, mampu memberantas kebatilan, dapat dijadikan imam 
(panutan), dan menjadi teladan bagi rakyat yang dipimpinnya. Kemudian dalam QS. 
Al-Baqarah/2: 124 disebutkan, Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam 
(pemimpin) bagi seluruh manusia", Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari 
keturunanku. Disebutkan bahwa keturunan Nabi Ibrahim as, yakni termasuk Nabi 
Muhammad saw yang juga seorang pemimpin yang harus ditaati. Di kisahkan dalam 
siroh Nabawi, Nabi Muhammad saw adalah pemimpin negara yang mampu 
mempersatukan semua kelompok etnis, suku, dan, agama ketika mendirikan negara 
Madinah. Ini berarti bahwa termasuk kriteria pemimpin yang diharapkan adalah 
memiliki sikap tasamuh (toleran). Dan juga segala persoalan harus dikembalikan 
kepada pembuat undang-undang yakni Allah, Rasul-Nya, dan Uli Al-Amr. 
Adapun persyaratan lain bagi seorang pemimpin dalam Islam secara umum 
yakni: 
1. Beragama Islam, 
2. Baligh,  
3. Berakal,  
4. Status merdeka,  
5. Laki-laki,  
6. Berilmu, Adil dan amanah seperti yang disebutkan diatas,  
7. Memiliki kecakapan diri, memiliki kecakapan fisik, dan  
49 
 
8. Tidak berambisi mendapatkan kekuasaan.24 
Di jelaskan bahwa seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya 
harus merujuk pada ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah, menurut ketentuan Al-Qur'an, 
sangatlah luas di samping yang telah dijelaskan sebelumnya, persyaratan lainnya 
adalah, jujur (siddiq), cerdas atau bijaksana (fathanah), dan menyampaikan 
kebenaran (tabligh). Sedangkan menurut Sunnah, yakni pemimpin harus suku 
Quraisy sebagai pemimpin. Suku Quraisy di zaman Nabi Muhammad saw sangat 
disegani dan dihormati, kuat, berwawasan luas, memiliki pengaruh dalam masyarakat 
dan mempunyai massa yang kuat. Artinya bahwa syarat seorang pemimpin dalam 
konteks sekarang harus mempunyai integritas, beribawa, sehat jasmani dan rohani, 




B. Bentuk Negara Dalam Islam 
Al-Qur‟an tidak menentukan secara baku mengenai bentuk negara, tetapi 
didalam ijtihad Jumhur ulama membagi negara kepada tiga bagian yakni darul Islam 
(negara Islam), darul harbi (negara perang) dan darul ahdi (negara kesepakatan).
26
 
Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ciri suatu negara apakah termasuk 
dar al-Islam, dar al-harb dan dar al ahdi. Diantara mereka ada yang melihat dari 
kacamata hukum yang berlaku di negara tersebut. Ada juga yang melihat dari sisi 
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keamanan warganya menjalankan syariat Islam dan sisi pemegang kekuasaan negara 
tersebut.  
Berikut beberapa pendapat para ulama tentang darul Islam, darul harbi dan darul 
ahdi:  
1. Dar al Islam, Ulama Hanafiyah yakni Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa 
suatu negara disebut darul Islam bila berlaku hukum Islam di dalamnya, 
meskipun mayoritas warganya tidak Muslim. Menurut Sayyid Quthb 
memandang negara yang menerapkan hukum Islam sebagai darul Islam 
tanpa mensyaratkan penduduknya harus Muslim atau bercampur baur 
dengan kafir zimmi.
27
 Menurut Abdul Karim Zaidan, darul Islam adalah 
suatu tempat atau kedudukan yang berada di bawah kekuasaan orang-orang 
Islam atau suatu tempat yang umatnya benar-benar menjalankan ajaran 
Islam, yang artinya bahwa penduduk darul Islam tidak mutlak harus 
Muslim seluruhnya, tetapi boleh juga warga yang non-Muslim.
28
 
2. Dar al-ahdi, ialah negara yang mengikat perjanjian antara pemerintah dan 
rakyatnya untuk kemaslahatan bersama. 
3. Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa suatu negara disebut dar al harb 
adalah negara yang tidak memberlakukan hukum Islam, meskipun sebagian 
besar penduduknya beragama Islam.“ Pendapat ini di perkuat oleh Alkasani 
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ahli fikih madzhab Hanafi, menurutnya darul harbi dapat menjadi darul 
Islam apabila negara tersebut memberlakukan syari'at Islam.
29
  
Pada akhir abad pertengan sampai modern, konsepsi mengenai bentuk negara 
dikenal dalam dua bentuk, yaitu negara kerajaan (monarki) dan negara republik. 
Nicholo Machiaveli menyebutkan bahwa jika suatu negara bukan negara republik 
maka tentulah kerajaan. Menurutnya negara adalah gen sedangkan republik dan 
kerajaan adalah spesies. Dapat dikemukankan bahwa bentuk negara yang dipraktikan 
di banyak negara dari zaman dahulu hingga saat ini adalah republik dan monarki 
sedangkan bentuk negara dalam konsepsi Fikih Siyasah di kenal dengan Istilah dar-
Islam, dar al harb dan dar al-ahdi. 
1. Bentuk Negara Menurut Nahdlatul Ulama 
Nahdlatul Ulama sebagai organisasi masyarakat Islam di Indonesia 
memahami bentuk negara dengan merujuk pada surat al-Baqarah ayat 30, di mana 
bahasa ayatnya “khalifah di muka bumi” dipahami dalam konteks yang lebih luas 
yang menyangkut “kehidupan bersama” dalam rangka melaksanakan amanat Allah, 
mengupayakan keadilan dan kesejahteraan manusia, lahir dan batin, di dunia dan di 
akhirat. Untuk mewujudkan itu semua diperlukan wawasan kebangsaan dan 
kenegaraan yang didasarkan atas kesepakatan seluruh lapisan bangsa, yaitu dalam 
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan dasar negara Pancasila. 
Menurut NU, Berdasarkan hukum fikih Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa 
sistem negara yang ada yakni Negara Kesatuan Republik Indionesia (NKRI), adalah 
bentuk pemerintahan yang sah dan final, serta tidak diperlukannya lagi sistem 
pemerintahan atau “negara Islam” sebagai alternatif. Menurut Nahdlatul Ulama, 
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NKRI telah memenuhi ketentuan syariat. Said Aqil Siradj sering menyebutnya 
sebagai darussalam (negara damai).
30
 
Oleh karena itu bagi Nahdlatul Ulama sistem pemerintahan apapun bentuknya 
tidak menjadi masalah asal memenuhi prinsip dan tujuan pemerintah berdasarkan 
teoritisasi fikih siyasah seperti memelihara agama, mengelola negara dalam rangka 
menerapkan ajaran Islam, menolak kerusakan, mewujudkan kemaslahatan umum 
menegakkan keadilan dan menggapai kesejahteraan dan kemakmuran lahir 
2. Bentuk Negara Menurut Muhammadiyah 
Bentuk negara Darul Ahdi Wa Syahadah merupakan konsep dan dokumen 
resmi dari Muhammadiyah yang disahkan di Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 
2015 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ini menjadi satu-satunya dokumen resmi yang 
dimiliki oleh organisasi Islam mengenai posisi tentang Islam dan negara. Negara 
Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (dar al-ahdi) dan tempat pembuktian 
atau kesaksian (dar alsyahadah) untuk menjadi negeri yang aman dan damai 
(darussalam). Pemikiran tentang Negara Pancasila itu dimaksudkan untuk menjadi 
rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan bagi seluruh anggota Muhammadiyah 
dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara secara kontekstual berdasarkan 
pandangan Islam Berkemajuan yang selama ini menjadi perspektif ke-Islaman 
Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah pada khususnya dan umat Islam pada 
umumnya diharapkan mampu mengisi dan membangun Negara Pancasila yaitu 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasar Pancasila, UUD 1945, 
dan Bhineka Tunggal Ika sebagai negeri dan bangsa yang maju, adil, makmur, 
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C. Prosedur Suksesi Kepemimpinan Dalam Islam 
Dalam Sejarah Islam prosedur suksesi kepemimpinan telah di contohkan oleh 
Khulafaur Rasyidin sebagai pengganti Rasulullah saw pasca wafat dalam memimpin 
pemerintahan politik dan agama. Berikut ini suksesi kepemimpinan khulafaur 
rasyidin: 
1. Suksesi Abu Bakar Ash-Shidiq r.a 
Rasulullah saw tidak menyebut siapa khalifah sepeninggal beliau dalam 
bentuk nash khusus, kendati pun beliau diberitahu melalui wahyu, siapa yang akan 
menjadi pemimpin sepeninggal beliau. Dalam riwayat juga dijelaskan bahwa 
pemimpin berhak menyerahkan pemilihan pemimpin sepeninggalnya kepada kaum 
muslimin. Pembaiatan Abu Bakar terlaksana setelah melalui musyawarah dengan 
para tokoh Muhajirin dan Anshar. Hal ini menunjukkan bahwa yang memilih 
pemimpin adalah para tokoh, dan ulama. Mereka inilah yang disebut sebagai Ahlul 
Halli wal 'Aqdi. Kesepakatan penuh terhadap pemilihan seorang khalifah tidak 
disyaratkan. Tidak masalah jika ada sebagian kalangan yang tidak setuju, seperti 
halnya Sa'ad bin Ubadah yang tidak menyetujui pemilihan Abu Bakar sebagai 
khalifah.  
Disyariatkannya pembaiatan khalifah terpilih oleh Ahlul Halli wal 'Aqdi 
terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pembaiatan massal oleh kaum Muslimin, 
sebagaimana halnya pembaiatan Abu Bakar. Pemilihan seorang khalifah atau imam 
tidak disyaratkan harus dihadiri oleh seluruh anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi, seperti 
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halnya ketidakhadiran Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awwam dalam pemilihan 
khalifah tidaklah bermasalah, seperti yang disebutkan dalam beberapa riwayat karena 




Berdasarkan beberapa penjelasan ini, kita dapat mengetahui cara pertama 
pengukuhan khilafah, yakni pemilihan yang dilakukan oleh Ahlul Halli wal 'Aqdi.  
2. Suksesi Umar bin Khatthab r.a 
Pengukuhan khilafah Umar dilakukan dengan cara yang relatif berbeda dalam 
batas tertentu tetapi tetap legal secara syar'i berdasarkan dalil dalil sebelumnya. Cara 
yang dimaksud adalah melalui wasiat penunjukkan seorang khalifah sebagai 
pengganti, sebagaimana Abu Bakar menunjuk Umar u tuk menggantikannya sebagai 
khalifah pada saat itu. 
Ada beberapa poin didalam pembaitan Umar sebagai khalifah, antara lain:  
a. Boleh menunjuk seseorang sebagai pengganti  
b. Bermusyawarah dengan Ahlul Halli wal Aqdi terlebih dahulu sebelum 
menetapkan seorang khalifah 
c. Menulis surat wasiat untuk khalifah yang diwasiatkan.  
d. Wasiat semata tidak Cukup untuk mengangkat seorang Imam tetapi harus ada 
baiat untuk imam yang diwasiatkan. 
3. Suksesi Utsman bin Affan r.a 
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Pembaiatan Utsman berlangsung, atas kesepakatan para sahabat seperti 
dinyatakan Imam Ahmad, “Para sahabat tidak pernah sepakat membaiat seseorang 
seperti halnya kesepakatan mereka ketika membaiat Utsman.”  
Adapun poin yang bisa kita simpulkan dari pembaiatan Utsman di atas adalah:  
Boleh mewasiatkan khilafah kepada beberapa orang tertentu tanpa menunjuk secara 
spesifik siapa yang diberi wasiat jika memang langkah ini lebih baik. Ibnu Taimiyah 
menilai alasan kenapa Umar tidak menyebut seseorang secara spesifik di antara enam 
orang yang ditunjuk agar tidak memicu perselisihan dan pertikaian, karena 
menurutnya keenam sahabat ini memiliki kualitas yang sama. Umar juga menilai jika 
ia memilih salah satu di antara mereka, mungkin saja ia tidak dapat menjalankan 
kepemimpinan dengan baik, sehingga Umar yang harus bertanggungjawab karena 
menunjuknya untuk itu, Umar tidak memilih secara spesifik karena takut melakukan 
kelalaian. Sementara Ibnu Baththal menilai seperti yang dinukil Ibnu Jarir darinya 
cara Umar ini menyatukan antara cara Rasulullah saw yang tidak memilih pengganti 
sepeninggal beliau dan menyerahkan urusan ini kepada kaum muslimin, dengan cara 
Abu Bakar yang menunjuk seorang pengganti sepeninggalnya. Ibnu Baththal 
menyatakan, Abu Bakar meniru sebagian langkah yang dilakukan Nabi saw tidak 
menunjuk seorang pun sebagai pengganti sepeninggal beliau, dan meniru sebagian 
langkah yang diambil Abu Bakar mewasiatkan khilafah kepada satu di antara enam 
orang meski ia tidak menyatakannya secara nash.” Dengan demikian, cara yang 
ditempuh Umar ini menyatukan antara wasiat dan pemilihan.
33
 
4. Suksesi Ali bin Abi Thalib r.a  
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Pasca peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan, muncul perselisihan di dalam 
barisan umat Islam. Seperti yang dinyatakan Ibnu Taimiyah, “Inilah pertikaian 
pertama yang muncul karena perkara pemimpin. Sebelumnya tidak pernah terjadi 
pertikaian dalam arti yang sebenarnya, selain apa yang terjadi di Saqifah. Itupun pada 
akhirnya berujung pada kesepakatan. Perselisihan seperti ini tentu tidak disebut 
sebagai pertikaian.” Sebagaimana pula dikatakan Hudzaifah, “(Peristiwa pembunuhan 




Suksesi Ali menghadapi banyak kesulitan yang tidak dihadapi khalifah 
khalifah sebelumnya. Di antaranya adalah peristiwa pembunuhan Utsman. Para 
pembunuh Utsman bergabung ke dalam barisan Ali. Sementara itu, sebagian kaum 
muslimin menuntut untuk menqishas mereka. Di sisi lain, penduduk Syam secara 
bersama-sama mengingkari pembaiatan Ali, bahkan para tokoh sahabat seperti 
Zubair, Thalhah, Muawiyah dan Aisyah menentang Ali. 
Perpecahan mulai menyebar di tengah kaum muslimin ketika terjadi Perang 
Jamal. Mu'awiyah dan penduduk Syam menyatakan tidak akan patuh sampai para 
pembunuh Utsman dituntut balas. Ali bersama pasukannya akhirnya bergerak 
menyongsong mereka hingga terjadilah perang Shiffin dan peperangan-peperangan 
lainnya. Beberapa waktu kemudian barisan Ali terpecah setelah tercapai kesepakatan, 
Khawarij memberontak melawan Ali dan Ali memerangi mereka. Banyak terjadi 
fitnah di masanya. Yang menjadi pokok persoalan kita dalam bahasan ini adalah tata 
cara pembaiatan Ali. Seperti yang kita ketahui, pembaiatan Ali melalui pemilihan, 
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Pasca peristiwa pembunuhan Utsman, kaum Muslimin tidak memiliki Seorang 
pemimpin sampai Ahlul Halli wal Aqdi memilih seorang imam. Mereka menyerahkan 
urusan pemimpin kepada mereka (Ahlul Halli wal Aqdi) setelah melalui serangkaian 
diskusi dan perdebatan panjang. Jika dicermati, setelah Utsman terbunuh tidak ada 
seorang pun yang mengklaim dirinya berhak menjadi imam, dan Ali pun tidak 
berambisi untuk menjadi pemimpin. Ali baru mau menerima khilafah setelah melalui 
desakan karena dikhawatirkan akan semakin memperbanyak fitnah. Namun 
demikian, Ali tidak terhindar dari fitnah-fitnah yang terjadi. Satu hal lagi, tidak ada 
nash terkait imamah Ali seperti yang dinyatakan oleh Syiah Rafidhah. Hal ini 
menunjukkan bahwa mereka telah berdusta. 
Dilihat dari penjelasan suksesi kepemimpinan diatas yang dilakukan oleh 
Khulafaur Rasyidin terlihat jelas bahwa tidak ada nash atau dalil baik itu dari Al-
Qur‟an dan Sunnah Nabi saw yang menegaskan tentang tata cara prosedur suksesi 
kepemimpinan, tetapi hanya contoh pergantian kepemimpinan yang dilakukan oleh 
Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. 
Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin di atas, terdapat 2 hal penting yakni. 
a. Masalah utama yang timbul setelah Rasulullah wafat adalah masalah 
Kepemimpinan dan karenanya umat Islam harus berinovasi untuk mencari 
bentuk pemerintahan yang cocok dengan umat Islam.  
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b. Selama Khulafaur Rasyidin ini menjadi pemimpin, perbedaan bentuk suksesi 
dipraktekan oleh mereka, tapi yang pasti kempat khalifah diatas disetujui oleh 
umat Islam dan dibaiat pada waktu itu. Abu Bakar dipilih tanpa perencanaan dan 
persiapan yang matang, karena menurut aliran Sunni, Rasulullah tidak 
meninggalkan wasiat tentang tatacara pemilihan khilafah. Sementara khalifah 
Umar ditunjuk secara langsung oleh Abu Bakar. Utsman dan Ali dipilih oleh 
komite pemilihan atau ahlul halli wal aqdi Artinya, tidak ada standar dan 
prosedur yang baku dan tetap dalam Islam tentang bentuk pemerintahan Islam. 
Al-Quran dan Hadist sendiri tidak menyebutkan secara jelas bentuk 
pemerintahan Islam, Oleh karena itu jumhur ulama sepakat bahwa khalifah atau 
pemimpin dalam Islam bisa dipilih dalam dua cara yakni dipilih oleh komite 




  BAB IV 
ANALISIS PANDANGAN NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH 
TERHADAP MEMILIH PEMIMPIN NON-MUSLIM DI WILAYAH 
MAYORITAS MUSLIM 
A. Pandangan Fikih Terhadap Kepemimpinan Non-Muslim 
Fikih meniscayakan keragaman opini hukum, yang di istilahkan ikhtilaf. 
Perbedaan (ikhtilaf) terjadi, kecuali disebabkan faktor internal nash hukum itu sendiri, 
juga dikarenakan tingkat dan kemampuan daya intelegensia fuqaha yang tidak sama.
1
 
Dalam kajian ikhtilaf fuqaha ini juga biasa disebut dengan istilah fikih muqarin dan 
dalam konteks fikih politik biasa di istilahkan dengan fikih siyasah. Adapun kajian 
dalam ilmu ini akan menganalisa atau mempelajari tentang pendapat pendapat para 
ulama fikih, baik masa klasik maupun masa kontemporer.
2
 Fikih lahir sebagai produk 
ijtihad para ulama mujtahid, baik sahabat maupun tabi'in. Ijtihad merupakan upaya 
penafsiran dalam memahami Al-Quran dan Hadist dengan mempertimbangkan 
seluruh makna dan nilai nilai yang terkandung di dalamnya." Oleh karenanya fikih 
merupakan produk ijtihad yang dihasilkan oleh ulama ulama mujtahid, maka tidak 
jarang perbedaan pendapat dalam fikih pun muncul.
3
 
Persoalan kepemimpinan non-Muslim, boleh-tidaknya non-Muslim dipilih 
menjadi pemimpin Umat Islam sesungguhnya merupakan fenomena klasik yang 
senantiasa menjadi perdebatan di kalangan para fuqaha dan tokoh-tokoh politik Islam 
                                                          
1
Muammar Bakry, Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Mazhab Fikih, 
Jurnal Al-Ulum Vol 14. No.1 (2014), h. 174. https://scholar.google.co.id/. Di akses 23 April 2021. 
2
Muammar Bakry, Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Mazhab Fikih, 
Jurnal Al-Ulum Vol 14. No.1 (2014), h. 178. https://scholar.google.co.id/. Di akses 23 April 2021. 
3
Muhammad Rezky Ranu Wijaya dan Achmad Musyahid, Fenomena Ikhtilaf di Kalangan 
Masyarakat Islam Kota Makassar: Studi Perbandingan Nahdlatul Ulama dan Wahdah Islaiyah , Jurnal 
Mazahibuna Vol 2. No.2 (2020), h. 166. https://scholar.google.co.id/. Di akses 23 April 2021. 
60 
 
dari masa ke masa. Di satu sisi, sebagian ulama menganggap bahwa non-Muslim 
tidak boleh dipilih sebagai pemimpin kaum Muslimin karena beberapa ayat dalam Al-
Quran secara jelas menyatakan demikian. Di sisi lain, ada pula beberapa ulama yang 
memandang bahwa esensi perdebatan bukan terletak pada apakah pemimpin harus 
orang Islam atau tidak, namun yang terpenting adalah apakah seorang pemimpin 
mampu untuk memimpin secara adil dan memperoleh kesejahteraan bagi masyarakat 
yang notabenenya juga merupakan perintah Al-Qur’an dan hadis Nabi saw. Polemik 
ini awalnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab saat 
mengetahui Abu Musa al-Asyari mengangkat sekretaris yang beragama Nasrani. 
Seketika, Umar langsung memintanya untuk segera mengganti dengan orang Muslim.  
Mujar Ibnu Syarif menilai bahwa kajian fiqih klasik terkait persoalan ini 
cenderung intoleran dan kaku, bahkan kurang menghargai  budaya, kondisi sosial dan 
kompleksitas politik masyarakat Muslim. Menurutnya, dalam konteks negara 
Indonesia sebagai negara yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 
setiap warga negara di Indonesia berhak menjadi Presiden, Gubernur maupun 
Bupati/Walikota apapun agama yang dianutnya.
4
 Pandangan Fikih klasik sejatinya 
difahami dalam konteks dan semangat zamannya.
5
 
Dalam pandangan ulama fikih salah satunya yakni Al-Mawardi dalam kitab 
Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah membagi kedudukan wazir kepemimpinan menjadi dua 
yakni pertama tanfidzh (eksekutif) seperti menteri dan yang kedua tafwidh (pejabat 
dengan otoritas regulasi, legislasi, yudikasi, dan otoritas lainnya). Dalam hal ini Al-
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Mawardi membolehkan anggota tanfidzh (eksekutif) dari selain Muslim karena 
anggota tanfidzh ini merupakan perantara antara pemimpin dan rakyat sehingga 
segala sesuatu yang dilakukan anggota tanfidzh harus sesuai dengan ketentuan 
pejabat lainnya yakni tafwidh, Imam Mawardi mengemukakan bahwa jabatan 
tanfidzh (eksekutif) boleh diduduki oleh kafir zimmih, karena tanfidzh dibawah dari 
tafwidh meskipun mereka tidak boleh menjabat sebagai  tafwidh.
6
  
Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fatwa Fatwa Kontemporer
7
 menjelaskan 
bahwa diantara cara berbuat baik dan berbuat adil terhadap non-Muslim adalah 
memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjadi anggota majelis parlemen, 
yang dengan ini mereka dapat mengungkapkan keinginan kelompok mereka. Bahkan 
dalam beberapa abad silam orang orang muslim membolehkan non-Muslim dari ahli 
dhzimmah menjabat kedudukan menteri. Pada masa Daulah “Abbasiyah banyak non-
Muslim yang menjadi menteri tanpa ada seorang ulama pun yang menolak. Kecuali 
jika mereka zalim dan sewenang-wenang terhadap orang Islam. Yusuf Qardhawi 
menjelaskan, tidak seorang ahli fiqh pun yang melarang non-Muslim menjabat 
kedudukan menteri dan yang sejenisnya, dengan alasan bahwa orang kafir tidak 
mempunyai kekuasaan atas orang muslim. Karena dalam hal ini, orangorang 
muslimlah yang mengangkat non-Muslim untuk menduduki jabatan tersebut. Orang 
orang non-Muslim adalah para pemimpin bagi kementerian atau jabatan mereka. 
Kedudukan mereka tersebut berada di bawah kekuasaan atau kendali orang orang 
Muslim secara umum. 
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Ali Syibromilisi juga mengatakan bahwasanya mengangkat non-Muslim di 
wilayah mayoritas Muslim itu tidak sah dalam Islam akan tetapi apabila hanya dia 
(non-Muslim) yang mampu untuk melaksanakan urusan tersebut, atau orang Muslim 
sudah berkhianat sementara orang non-Muslim memiliki kapabilitas untuk 
mengemban amanah tersebut dan tidak berkhianat, maka, boleh non-Muslim 
diberikan kekuasaan karena adanya kemaslahatan dari pemberian kekuasaan 
tersebut.
8
 Disisi lain Imam Badruddin Al-Hamawi tidak membolehkan non-Muslim 
dijadikan pemimpin untuk mengurusi urusan umat Islam akan tetapi, kalau ternyata 
kedudukan kepemimpinan tersebut hanya mengurusi urusan orang-orang non-Muslim 
yang ada pada daerah tersebut tentu beliau membolehkan, seperti pejabat pemungut 
pajak bagi non-Muslim. sementara mengangkat non-Muslim yang mengurusi 
kepentingan umat Islam itu termasuk memberi jalan terhadap non-Muslim untuk 
menguasai umat Islam dan itu tidak diperbolehkan.
9
 
Al- Jazairi mengatakan bahwa non- Muslim (ahli zimmih) tidak boleh 
diangkat menjadi pemimpin. Namun demikian, Al-Jazairi menuturkan hak-hak kafir 
zimmih hanya sebatas perlindungan jiwa, harta dan kehormatan. Tetapi dalam 
persoalan kepemimpinan, Al-Jazairi melarangnya sama sekali. Menurut Al-Jazairi, 
terdapat larangan umat Muslim untuk mentaati penganut agama lain, tidak 
menjadikan orang kepercayaan, bahkan tidak menjadikannya sebagai pemimpin, 
karena kekuasaannya tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Dalam kitab Rasa‟il 
                                                          
8
Ibnu Hajar al-Haitami, “Tuhfah Muhtaj fi Syarh al-Minhaj” (Jilid IX; Mesir: Maktabah 
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Jaza‟iri As-Salisah, Al-Jazairi menyebutkan bahwa Islam melarang meniru kaum 
Yahudi dan Nasrani, dan dilarang pula untuk memilih mereka sebagai pemimpin. 
Menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengenai pengangkatan pejabat non-
Muslim tidaklah masalah, memang banyak ayat Al-Qur’an yang secara tegas 
melarang umat Islam untuk mengangkat dan memilih non-Muslim menjadi 
pemimpinnya, tetapi ada alasan-alasan yang melarangnya, secara umum adalah 
pelarangan mengambil non-Muslim sebagai teman dalam suatu hal yang 
membahayakan kaum Muslimin, seperti membuka rahasia-rahasia khusus yang 
berkaitan dengan urusan-urusan agama, bersekongkol untuk memerangi kaum 
Muslimin lainnya. Ada beberapa ayat Al-Qur’an yang oleh sebagian mufassir 
dijadikan pegangan sebagai umat Muslim untuk tidak menghendaki dan tidak mau 
dipimpin oleh non-Muslim, terutama terkait dengan urusan-urusan publik. Ayat-ayat 
Al-Qur’an yang sering dijadikan dalil dalam menolak pemimpin non-Muslim, antara 
lain: QS. Al-Imran ayat 28, QS. Al-Nisa ayat 138,139, 144, QS. Al-Maidah ayat 51, 
57, dan QS Al-Mumtahanah ayat 1, meski dengan redaksi yang berbeda-beda, namun 
pada dasarya menekankan larangan bagi umat Islam untuk memilih non-Muslim 
sebagai pemimpinnya, baik menjadi pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan 
dalam masyarakat Muslim.  
Adapun argumen dari ulama fiqih lainnya yakni Ibnu Taimiyah, beliau pernah 
mengatakan “Sesungguhnya Allah akan memperkuat negara yang adil sekalipun 
pemimpinnya kafir dan akan membinasakan negara yang zalim sekalipun 
pemimpinnya Muslim”.
10
 Karena, orang yang dapat diangkat menjadi pemimpin 
adalah orang yang memiliki kekuatan dan integritas yang dipandang dalam 
                                                          
10
Ibnu Taimiyah, As-Siyasah As-Syar„iyyah. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), h. 22. 
64 
 
masyarakat. mampu berbuat adil dan memiliki komitmen yang kuat terhadap 
kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya terlepas dari latar belakang keagamaanya 
dalam konteks demokrasi. 
Argumen tersebut diatas  tentu banyak juga ulama yang membantahnya 
dengan menggunakan dalil Al-Qur’an yakni QS. Luqman ayat 13 
 
ْرَك لَُظْلٌم َعِظْيمٌ   اِنَّ الّشِ
Terjemahan: 
Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) merupakan benar-benar 




Ayat tersebut secara gamblang menjelaskan mengenai kezaliman yang besar 
yakni menyekutukaan Allah. yang secara tidak langsung mengatakan bahwa 
perbuatan kemusyrikan merupakan suatu kezaliman apalagi non-Muslim yang 
menjadi penguasa atas umat Islam tentu itu juga merupakan bentuk kezaliman 
terhadap Allah dan juga umat Islam. 
Tiar Anwar Bachtiar, Doktor Ilmu Sejarah Universitas Indonesia yang juga 
pengurus PP Persatuan Islam sebagaimana dikutip dalam artikel Republika yang 
berjudul Ibnu Taimiyah tentang pemimpin non-Muslim, menjelaskan bahwa maksud 
yang sebenarnya yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah adalah Ibnu Taimiyah dalam 
konteks itu berbicara mengenai ranah keadilan dan kezaliman bukan dalam ranah 
kepemimpinan non-Muslim, kalau memperhatikan konteks perkataannya, Ibnu 
Taimiyah sama sekali tidak sedang membicarakan mengenai pemimpin Muslim dan 
pemimpin kafir, tetapi sedang membicarakan tentang masalah keadilan dan 
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kezaliman. dalam hal-hal keduniawian, ada dimensi keadilan yang konsepnya 
disepakati bersama oleh orang-orang bahkan orang-orang berbeda keyakinan sekali 
pun, dengan demikian, bila keadilan ditegakkan sekali pun, penegaknya itu adalah 
"negara yang kafir" maka akan ada pertolongan Allah swt, dalam arti akan berbuah 
hal-hal yang baik. Sementara, apabila keadilan tidak ditegakkan, walaupun di negara 
yang Muslim", pasti akan berakibat keburukan. Boleh dikatakan bahwa maksud Ibnu 
Taimiyyah adalah ingin memberi tekanan kepada keadilan, bukan membicarakan 
mengenai boleh atau tidaknya pemimpin yang kafir. Sebab, di kalangan para ulama 
memang tidak terpikirkan untuk membolehkan umat Islam menyerahkan urusan 
kepemimpinan kepada orang kafir.
12
 
Hukum memilih pemimpin non-Muslim seperti Bupati/Walikota, Gubernur 
dan Presiden adalah mutlak haram, sebab memilihnya berarti mengangkatnya sebagai 
penguasa dan menjadikan umat Islam di bawah kekuasaan, dominasi, dan 
superioritasnya. Begitu juga memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat 
atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya 
adalah haram. Orang Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada 
orang non-Muslim kecuali dalam keadaan darurat, itupun kata darurat ini masih 
diperdebatkan. Larangan yang dikandung agar tidak menjadikan orang-orang yang 
bukan seakidah sebagai pemimpin, karena identitas mereka sebagai kelompok dari 
agama lain. Karena seharusnya loyalitas Muslim hanyalah bagi umat Islam. 
Kepemimpinan tidak boleh diserahkan kepada orang kafir sekalipun ahli zimmih 
termasuk ketika ada pemimpin Muslim yang melakukan kekufuran, maka dia harus 
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dilengserkan. Sesungguhnya pemimpin dilengserkan karena kekufuran yang mereka 
lakukan, para ulama bersepakat wajib kaum Muslimin untuk melengserkannya. Siapa 
yang mampu melakukan itu, maka dia mendapat pahala. barang siapa yang basa-basi 
dengan mereka, maka mereka mendapatkan dosa, dan siapa yang tidak mampu, wajib 
baginya untuk hijrah atau pergi dari daerah itu. Untuk itu, pemimpin hendaknya 
hidup dan bekerja dengan visi yang jelas, serta tidak gampang tergoda dengan 
keuntungan jangka pendek, ataupun kesempatan yang tidak jujur untuk mendapatkan 
keuntungan yang singkat. Meski pada hakikatnya para pihak yang terlibat dalam 
kepemimpinan sadar benar bahwa tidak semua kepentingan masyarakat dapat 
dipuaskan. Dari sekian banyak ideologi dan sistem untuk mengelola negara, 
kepemimpinan Islamlah lebih mampu mengkoordinir banyak perbedaan sebagaimana 
sejarah yang telah di ukir oleh Umayyah, Abbasiyah dan kerajaan Islam setelahnya. 
Salah satu Imam Mazhab Fiqih ahlusunnah wal jamaah, yakni Imam Syafi’i 
dalam kitabnya yang terkenal yaitu  Al Umm  mengatakan bahwa: ”Bagiku tidak 
boleh seorang hakim atau Pemimpin kaum Muslim untuk mengangkat sekretaris dari 
kalangan kafir dzimmi. Dan tidak boleh pula ia meletakkan kafir dzimmi pada posisi 
yang lebih tinggi dari seorang Muslim dan kita sepatutnya memberi tahu umat Islam 
bahwa mereka (umat Islam) tidak butuh kepada non-Muslim.”
13
   
Jika dilihat dari perspektif ulama mazhab fikih, baik itu dari kalangan Mazhab 
Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hambaliyah, mereka sepakat bahwa memilih 
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non-Muslim diharamkan untuk dijadikan sebagai pemimpin. Artinya, 
kepemimpinannya tidak dibenarkan dan tidak sah dalam Islam.
14
 
Secara umum, perbedaan pendapat para ulama klasik dan ulama kontemporer 
tentang pemimpin non-Muslim dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok. Pertama, 
mereka yang tidak membolehkan non-Muslim untuk memiliki jabatan apapun. Ada 
kelompok yang menyatakan keabsahan non-Muslim untuk menjadi pemimpin dalam 
jabatan apapun. Dan ada pula yang tidak membolehkan bila menjabat sebagai 
petinggi negara atau wilayah seperti Presiden,Gubernur dll tetapi bila sebagai 
wazir/menteri yang kewenangannya adalah mematuhi pimpinannya yakni (Presiden), 
maka diperbolehkan.  
B. Pandangan Nahdlatul Ulama 
1. Keputusan Bathsul Masa’il Al-Diniyah Al-Waqi’iyyah Muktamar 
Nahdlatul Ulama ke 30 Lirboyo 1999 
Bahtsul Masa’il merupakan suatu forum yang digunakan oleh Nahdlatul 
Ulama untuk membahas masalah-mas alah yang belum ada dalilnya atau belum ada 
solusinya. Masalah tersebut meliputi masalah keagamaan, politik, ekonomi, budaya 
dan masalah-masalah lain yang berkembang di tengah masyarakat, masalah tersebut 
dicarikan solusinya yang diambil dari kitab Ahlusunnah wal jamaah yakni Kutubul 
Mu‟tabaroh.
15
 Dalam organisasi NU, proses pengambilan keputusan tertinggi 
dilakukan pada pagelaran rutin yang dikenal dengan Musyawarah Alim Ulama.” 
Musyawarah ini dihadiri oleh para tokoh NU dari seluruh cabang.  
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Adapun pembedaan antara Bahtsul Masail dengan Lajnah Bahtsul Masail 
(LBM). Bahtsul masail adalah proses pengambilan keputusan yang sudah di lakukan 
sejak 6 (enam) bulan setelah berdirinya NU 1926. Sementara LBM adalah institusi 
yang menyelenggarakan Bahstul Masail yang baru diusulkan pada Muktamar XXVIII 
di Yogyakarta pada tahun 1989 dan dilanjutkan pada Halaqah Denanya tahun 1990. 
Akhirnya, pada tahun itu pula, LBM resmi dibentuk sebagai wadah pelaksana Bahtsul 
Masail. Nahdlatul Ulama beristinbath untuk menjawab segala permasalahan-
permasalahan agama yang timbul dalam masyarakat melalui majelis musyawarah 
Bahtsul Masa’il. Di kalangan Nahdlatul Ulama, Bahtsul Masa’il merupakan tradisi 
intelektual yang sudah lama di praktekkan, sebelum NU berdiri dalam bentuk 
organisasi formal (jam‟iyah), forum Bahtsul Masail telah berlangsung sebagai 




Bathsul Masa’il Muktamar Nahdlatul Ulama ke 30 di Pesantren Lirboyo, 
Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur pertanggal 21-27 November 1999, NU 
mengeluarkan keputusan. Dalam keputusan itu dijelaskan bahwa ada sebuah 
pertanyaan yang tertuju kepada Nahdlatul Ulama, pertanyaannya yakni “Bagaimana 
hukumnya orang Islam menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non-Muslim?” 
Maka para ulama-ulama besar Nahdlatul Ulama memutuskan bahwa, Umat Islam 
tidak boleh atau bahkan haram hukumnya menguasakan urusan kenegaraan kepada 
orang non-Muslim, kecuali dalam keadaan darurat.
17
 Adapun permasalahan memilih 
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pemimpin non-Muslim dalam keadaan darurat yang dimaksud disini ada tiga poin, 
yakni pertama dalam bidang bidang yang tidak bisa ditangani sendiri oleh orang 
Islam secara langsung atau tidak langsung, karena faktor kemampuan. contoh seperti 
seorang Menteri, kepala dinas, kepala kepolisian, kepala militer dan kekuasaan 
yudikatif lainnya. Yang kedua, dalam bidang bidang yang ada orang Islam 
berkemampuan untuk menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang 
bersangkutan akan berkhianat. Ketiga, sepanjang penguasaan urusan kenegaraan 
kepada non-Muslim itu nyata memberi manfaat bagi masyarakat, dengan catatan 
bahwasanya orang non-Muslim yang dimaksud adalah berasal dari kalangan ahlu 
dzimmah dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif.
18
 
Kaidah fikih menyebutkan Adh Dharuratu Tubihu Mahzhurat (keadaan 
darurat memperbolehkan melakukan yang dilarang). Adh Dharurat adalah jamak dari 
kata dharurah, yang secara harfiah berarti keadaaan yang sangat sulit, dan merupakan 
ism mashdar dari kata al idhthirar. Contohnya dikatakan Hamalatni adh dharurarh 
ala kadza wa kadza (kesulitan itu membuatku melakukan begini dan begitu).
19
 Adh 
Dharurah dalam istilah syariat Islam adalah keadaan yang memaksa untuk 
melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Sebagian ulama fuqaha 
mendefenisikan bahwa ia adalah keadaan seseorang yang sampai pada batas yang 
apabila dia tidak melakukakan hal-hal yang dilarang, maka dia akan mendapatkan 
kemudharatan contoh dia akan binasa atau hampir mati. Sedangkan defenisi al 
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Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz: 100 Kaidah fikih dalam Kehidupan Sehari-Hari, terjemahan 




manzhurat ialah segala sesuatu yang haramkam oleh syariat Islam, atau sesuatu yang 
dilarang oleh syariat Islam.
20
  
Nahdlatul Ulama menggunakan kitab-kitab dari ulama Ahlusunnah 
Waljamaah untuk menjadi rujukan dalam menetapkan tentang larangan memberikan 
kekuasaan kenegaraan kepada non-Muslim dan dibolehkan dalam kondisi darurat, 
yakni Kitabul Mu'tabarah, antara lain, dalam kitab hawasyi Syarwani Tuhfah al-
Muhtaj Syarh al-Minhaj karya dari Ibnu Hajar Al-Haitami, dijelaskan bahwa jika 
suatu kepentingan mengharuskan penyerahan sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan 
oleh orang lain dari umat Islam atau tampak adanya penghianatan dari orang ini dari 
kalangan umat Islam dan aman ditangan ahli dzimmi, maka boleh menyerahkanya 
karena darurat. Namun demikian, bagi pihak yang menyerahkan harus ada 
pengawasan terhadap orang kafir tersebut dan mampu mencegahnya dari adanya 
gangguan terhadap siapapun dari kalangan umat Islam. Nahdlatul Ulama juga 
mengambil pertimbangan hukum dari kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyyah karya dari 
Imam al Mawardhi yang bermazhab Syafii. Dalam kitab tersebut dijelaskan 
bahwasanya Imam al Mawardhi berpendapat tentang jabatan Tanfidz yang tidak 
diisyaratkan harus Muslim, sehingga menguasai hukum pun tidak harus dipenuhi. 
Sementara hasil Bahtsul Masa’il kyai muda Ansor pada Maret 2017 
memutuskan bahwa non-Muslim berhak untuk menjadi pemimpin. Dalam surat 
putusannya, GP Ansor menjelaskan secara panjang lebar tentang kemungkinan non-
Muslim untuk menjadi pemimpin. Mereka tetap melirik kepada keputusan Muktamar 
sebelumnya yakni 1936 tentang status negara Indonesia, 1954 tentang status presiden 
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Soekarno, dan 1999 tentang menguruskan kenegaraan ke non-Muslim. Ketiga 
muktamar ini, oleh GP Ansor, menjadi argumen penting berapa pemikiran NU 
tentang kepemimpinan sangat dinamis.” Untuk sampai pada simpulannya, GP Ansor 
banyak mengurai tentang aspek sosial, kultural, dan politik yang jauh berbeda dengan 
masa-masa ketika kitab-kitab rujukan dalam 3 muktamar itu dikarang. Selain itu, GP 
Ansor juga mencatut beberapa pemikir Islam Kontemporer untuk menguatkan 
simpulan nya, semisal syekh Ali Jum'ah.  
Keputusan GP Ansor dinilai oleh beberapa kalangan sebagai kesalahan yang 
fatal karena telah menyalahi ke putusan Muktamar Lirboyo 1999. Ma’ruf Amin 
mengatakan bahwa keputusan Muktamar tidak bisa dibatalkan oleh Bahtsul Masail. 
Muktamar adalah forum tertinggi dalam NU dan hasil putusannya hanya bisa 
dibatalkan oleh Muktamar selanjutnya."
21
 Demikian pula keputusan Bahtsul Masail, 
tidak boleh bertentangan dengan Muktamar. Bahkan ada juga kalangan yang 
menganggap bahwa pemberian fatwa hukum bukan ranah GP Ansor karena itu adalah 
ranah Lembaga Bathsul Masail. 
2. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama 
Selain dalam forum forum resmi, para tokoh NU juga banyak berbicara 
tentang politik. Bahkan, intensitas kajian mereka tentang kepemimpinan non-Muslim 
lebih banyak di lakukan di luar forum Muktamar dan Munas Alim Ulama. Diantara 
tokoh tokoh tersebut adalah Ali Yafi, Gus Dur, Said Aqil Siradj, Tolhah Hasan, dan 
Dawam Raharjo. Dalam tubuh NU, para tokohnya terpecah menjadi tiga 
kecenderungan dalam mengomentari ke pemimpinan non-Muslim di Indonesia. 
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Pertama adalah Ali Yafi salah satu tokoh besar NU yang juga mantan ketua Majelis 
Ulama Indonesia 1990-2000 pernah menyatakan bahwa non-Muslim di Indonesia 
adalah dzimmi sehingga mereka punya beban untuk membayar jizyah atau pajak 
khusus non-Muslim pada pemerintah. Hanya saja, Ali Yafi tetap tidak setuju bila 
warga non-Muslim didiskriminasi dalam bidang bidang sosial dan politik. 
Menurutnya, non-Muslim punya hak yang sama dengan umat Islam dalam kancah 
perpolitikan, selain sebagai kepala negara. Karena itu, non-Muslim masih punya hak 
untuk menjabat sebagai menteri. Pemikiran Ali Yafi ini sangat selaras dengan 
pandangan al Mawardi. Tampaknya, pemikiran al-Mawardi inilah yang banyak 




Menanggapi hal ini, Tolhah Hasan yang juga merupakan salah satu tokoh 
besar NU, mantan Menteri Agama 1999-2001 pada masa pemerintahan presiden 
Gusdur, pernah menyatakan bahwa pemikiran tentang negara bangsa dalam tubuh 
NU, walaupun didukung, terbentur dengan kendala-kendala fiqhiyah. Di antaranya 
adalah kitab kitab fikih siyasah yang digunakan ditulis pada abad 3 - 5 Hijriah yang 
tentu saja kondisi perpolitikannya jauh berbeda dengan konteks Indonesia saat ini. Di 
samping itu, kajian kajian fikih siyasah tidak banyak mengalami perkembangan yang 
berarti. Tolhah menyarankan agar ada sikap reformatif melihat wacana-wacana 
kenegaraan saat ini dalam rangka merespon perkembangan zaman. Dia mengusulkan, 
diantaranya, memperluas konsep Fiqh al musawah hingga bisa mencakup pada hak 
hak perempuan dan non-Muslim dalam ranah publik dan polirik. Tampaknya, 
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kegusaran yang dialami Tolhah cukup berasalan bila melihat pendapat Ali Yafi 
sebagaimana di atas. Ali Yafi adalah salah satu tokoh NU yang mencerminkan 
kalangan tua yang corak pemikirannya sangat mendominasi warga NU. Terlihat 
bagaimana pandangan Ali Yafi masih didasarkan pada al-ahkam al sulthaniyah karya 
al Mawardi yang dikarang pada abad ke-5 dengan situasi politik dinasti (teokrasi).  
Kedua, golongan Gus Dur dan Said Aqil Siradj. Gus Dur yang juga salah satu 
tokoh besar Nahdlatul Ulama, mantan Presiden RI yang ke empat dan juga mantan 
ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mantan ketua Majelis Ulama 
Indonesia,  mengatakan bahwa non-Muslim yang ada di Indonesia tidak bisa disebut 
sebagai dzimmi sebab Indonesia bukanlah negara Islam, melainkan negara yang 
berdasarkan pada UUD 1945. Oleh sebab itu, setiap warga negara memiliki derajat 
dan hak yang sama di hadapan hukum, tidak ada masyarakat kelas kedua walaupun 
sebagai minoritas. Dengan adanya hak yang sama ini, maka warga negara non-
Muslim pun berhak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara sebagaimana 
warga Muslim. Gus Dur lebih banyak mendasari pendapatnya dengan menyitir 
Undang-Undang yang memungkinkan non-Muslim menjadi pemimpin. Tetapi beliau 
juga tidak menafikan hak umat Muslim untuk memilih pemimpin yang seagama.
23
 
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama saat ini yakni Said Aqil Sirodj 
berpendapat tentang hukum memilih pemimpin non-Muslim di wilayah mayoritas 
Muslim yakni hukumnya tidak diperbolehkan, selama ada Muslim yang mempunyai 
kapasitas, kapabilitas dan integritas sebagai pemimpin, akan tetapi seandainya tidak 
ada calon pemimpin Muslim yang jujur dan adil yang mempunyai kapasitas, 
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kapabilitas dan integritas maka diperbolehkan memilih pemimpin non-Muslim karena 
keadilannya, sebagaimana pernyataan ulama besar Ibnu Taimiyah bahwa persoalan-
persoalan kemasyarakatan itu bisa tegak dengan baik didunia ini hanya dengan 
keadilan, yang boleh jadi pemerintah yang menegakkan keadilan itu dia melakukan 
dosa dengan kekafirannya, itu akan lebih tegak daripada orang yang dalam hal agama 
tidak melakukan dosa tetapi zalim, “Sesungguhnya Allah akan memperkuat negara 
yang adil sekalipun pemimpinnya kafir dan akan membinasakan negara yang zalim 
sekalipun pemimpinnya Muslim”. Adapun ulama yang membantahnya dengan 
merujuk ke dalam Al-Qur’an surah Luqman ayat 13 yang mengatakan bahwa 
“Kekafiran merupakan kezaliman yang besar” itu maksud konteks ayatnya adalah 
masalah agama dalam hal akhirat, contoh ialah masalah iman, kafir, musyrik itu 
merupakan masalah akhirat, bukan dalam konteks kepemimpinan dunia. Pernyataan 




Kelompok ketiga adalah Dawam Raharjo. Menurutnya, konsep dzimmi sudah 
tidak bisa diberlakukan untuk saat ini. Sebab, konsep tersebut hadir pada masa 
peperangan antara umat Islam dengan Kristen sehingga ada pembagian kafir harbi, 
dzimmi, muahad. Secara tegas Raharjo mengatakan bahwa non-Muslim punya hak-
hak yang sama dengan umat Islam, termasuk hak untuk menjadi pemimpin. Hanya 
saja, umat Islam, secara moral terikat pada aturan untuk tidak memilihnya. Dari sini 
tampak bahwa Raharjo menggunakan dua kacamata dalam menilai kepemimpinan 
non-Muslim di Indonesia. Pertama, dia menggunakan pendekatan nation-state yang 
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bukan lagi negara agama sehingga tiap warga negara punya hak yang sama. Kedua, 
sebagai Muslim, tidak bisa dipersalahkan bila menentukan pilihannya dengan 
berlandaskan pada agama dalam negara yang demokrasi.
25
 
C. Pandangan Muhammadiyah 
1. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah Tahun 2009 Terkait dengan 
Memilih Partai Politik dan Calon Legislatif 
Tarjih dalam pengertian ushul fikih adalah proses analisis untuk menetapkan 
suatu hukum dengan dalil yang kuat atau rajih, lebih tepat analogi dan lebih kuat 
maslahatnya. Dalam ormas Islam yakni Muhammadiyah makna tarjih mengalami 
perluasan, tidak hanya sebagai dalil yang kuat-menguatkan atau pilih memilih antara 
pendapat yang sudah ada, tarjih itu sendiri identik dengan Ijtihad. Ijtihad yang 
dilakukan tidak hanya merespon persoalan hukum syar’i namun juga sebagai 
persoalan yang dilihat dari sudut pandang Islam secara lebih dalam atau luas. 
Kegiatan ketarjihan sendiri merupakan serangkaian aktifitas intelektual dan 
kemanusiaan dari sudut pandang agama Islam. 
Majelis Tarjih merupakan lembaga Ijtihad Jama‟i di lingkungan 
Muhammadiyah yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang memiliki kompetesi 
ushuliyyah dan ilmiah dalam bidangnya masing-masing. Aktifitas intelektual yang 
menjadi domain tugas Majelis Tarjih dilakukan dengan mengikuti seperangkat 
panduan manhaj tarjih.
26
 ijtihad yang dilakukan Majlis Tarjih Muhammadiyah 
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merupakan ijtihād jama’i (ijtihad kolektif dari tokoh-tokoh Muhammadiyah yang 
memilki kompetensi dalam mengeluarkan fatwa).
27
 
Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam sidangnya pada hari Jumat 
12 Dzulqaidah 1430 H/ 30 Oktober 2009 M terkait dengan memilih partai politik dan 
calon legislatif butir 3 menyebutkan bahwa syarat mutlak calon pemimpin yang harus 
dipilih adalah yakni beragama Islam dengan mengutip  Q.S Al-Maidah ayat 51.
28
 
Keputusannya ini jelas memperluas maknanya kepada pengurusan dan kepemimpinan 
eksekutif bahwa memilih pemimpin non-Muslim adalah haram karena salah satu 
syarat calon pemimpin yang dipilih adalah harus beragama Islam. 
2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah 
Amien Rais yang merupakan tokoh besar Muhammadiyah, mantan ketua 
Pimpinan Pusat Muhammadiyah 1995-1998 dan juga mantan Ketua Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1999-2004 pernah mengomentari terkait 
kepemimpinan non-Muslim, beliau mengatakan bahwa orang kafir yang memimpin 
itu pasti zalim terhadap umat Islam karena Al-Quran sudah menyebut itu, salah satu 
buktinya adalah ahok yang menzalimi warga jakarta dengan kebijakan-kebijakannya 
yang bertentangan dengan syariat Islam. Yunahar Ilyas yang juga merupakan salah 
satu tokoh besar Muhammadiyah yang pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan 
Pusat Muhammadiyah tahun 2005-2020 juga pernah menjabat sebagai Ketua Majelis 
Ulama Indonesia Pusat tahun 2005-2015 dan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama 
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Indonesia Pusat Tahun 2015-2020 beliau mengeluarkan pernyataan perihal 
kepemimpinan non-Muslim, beliau mengatakan bahwa pemimpin itu mempunyai tiga 
sifat, yakni sifat struktual, kultural dan profesional. Struktual adalah pemimpin yang 
dipilih secara langsung, seperti presiden dan wakilnya, gubernur dan wakilnya, 
walikota dan wakilnya dan juga jabatan eksekutif lainnya serta anggota legislatif 
seperti DPR, DPD, dan DPRD, olehnya itu beliau berpendapat bahwa makna auliya‟ 
didalam QS. Al-Maidah ayat 51 adalah pemimpin yang struktual. Jika kata auliya‟ 
adalah diartikan sebagai teman dekat, maka tentu akan memiliki konsekuensi yang 
lebih berat dibandingkan dengan arti pemimpin. Konsekuensinya seorang Muslim 
yang mengaku beriman akan dilarang berteman dekat dengan seorang Yahudi dan 
Nasrani. Beliau juga mengatakan bahwa memilih merupakan hak setiap warga 
negara, sehingga siapapun berhak untuk memilih berdasarkan pertimbangan apapun, 
dalam Pengurus Pusat Muhammadiyah memilih adalah hak sekaligus kewajiban 
sebagai warga negara, sehingga jika yang menjadi salah satu pertimbangan adalah 
masalah agama, maka itu sah secara hukum, yang terpenting  si pemilih telah 
mempertimbangkan maslahat dan mudhoratnya, yang jadi masalah apabila sipemilih 
yakni umat Islam meminta untuk dibuatkan peraturan atau undang-undang konstitusi 
tentang larangan non-Muslim menjadi pemimpin.
29
 
Adapun pemimpin profesional yang dimaksud oleh beliau adalah atasan kerja 
yakni pemimpin yang memiliki jabatan di perusahaan seperti direktur dan manajer 
yang bersifat profesional, tentu kita tidak mempermasalahkan latar belakang Muslim 
atau non-Muslimnya, sedangkan pemimpin kultural adalah pemimpin yang 
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mempunyai ideologi kebudayaan dan keberpihakan terhadap nilai-nilai yang sudah 
ada sebelumnya, seperti pemimpin yang terangkat karna kekuasaan dinasti. Larangan 
memilih pemimpin non-Muslim dalam syariah Islam tidak jauh berbeda dengan sikap 
partai politik dan golongan tertentu, yang dimana mereka juga meminta untuk 







Setelah menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang 
dibahas dalam skripsi ini. Berdasarkan uraian dari bab ke bab yang telah dijelaskan, 
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam sejarah Islam proses suksesi kepemimpinan dipraktekkan oleh 
Khulafaur Rasyidin, selama Khulafaur Rasyidin ini menjadi pemimpin, 
perbedaan bentuk suksesi dipraktekan oleh mereka, tapi yang pasti kempat 
khalifah diatas disetujui oleh umat Islam dan dibaiat pada waktu itu dan 
mereka mengadakan sumpah untuk taat kepada pemimpin. Abu Bakar dipilih 
tanpa perencanaan dan persiapan yang matang, karena menurut aliran Sunni, 
Rasulullah tidak meninggalkan wasiat tentang tatacara pemilihan khilafah. 
Sementara khalifah Umar ditunjuk secara langsung oleh Abu Bakar. Utsman 
dan Ali dipilih oleh komite pemilihan atau ahlul halli wal aqdi Artinya, tidak 
ada prosedur yang baku dan standar dalam Islam tentang bagaimana 
seharusnya bentuk pemerintahan Islam. Al-Quran dan Hadist sendiri tidak 
menyebutkan secara jelas bentuk pemerintahan Islam, dan juga Rasulullah 
saw tidak menunjuk pewaris yang berhak menggantikannya menjadi 
pemimpin pemerintahan kekhalifahan. Oleh karena itu jumhur ulama sepakat 
bahwa khalifah atau pemimpin dalam Islam bisa dipilih dalam dua cara yakni 
dipilih oleh komite pemilihan/ wakil umat (ahlul halli wal aqdi) atau ditunjuk 





2. Secara umum, perbedaan pendapat para ulama klasik dan ulama kontemporer 
tentang pemimpin non-Muslim digolongkan ke dalam 3 kelompok. Pertama, 
mereka yang tidak membolehkan non-Muslim untuk memiliki jabatan apapun. 
Ada kelompok yang menyatakan keabsahan non-Muslim untuk menjadi 
pemimpin dalam jabatan apapun. Dan ada pula yang tidak membolehkan bila 
menjabat sebagai petinggi negara atau wilayah seperti Presiden,Gubernur dll 
tetapi bila sebagai wazir/menteri yang kewenangannya adalah mematuhi 
pimpinannya yakni (Presiden), maka diperbolehkan. Jumhur ulama fikih 
memandang bahwa kepemimpinan non-Muslim didalam wilayah mayoritas 
Muslim itu tidak diperbolehkan karena kepemimpinannya tidak sah secara 
syariah Islam, kecuali Pemimpin non-Muslim ini memimpin dan menguasai di 
daerah yang mayoritas non-Muslim. 
3. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat Islam 
terbesar di Indonesia telah mengeluarkan fatwa masing-masing mengenai 
hukum memilih pemimpin non-Muslim di wilayah mayoritas Muslim, 
Nahdlatul Ulama dalam hasil Muktamar ke 30 di Lirboyo, Kediri Jawa Timur 
menyatakan bahwa tidak diperbolehkan atau haram hukumnya menguasakan 
urusan kenegaraan kepada orang non-Muslim kecuali dalam keadaan darurat. 
Adapun permasalahan memilih pemimpin non-Muslim dalam keadaan darurat 
yang dimaksud disini ada tiga poin, yakni pertama dalam bidang bidang yang 
tidak bisa ditangani sendiri oleh orang Islam secara langsung atau tidak 
langsung, karena faktor kemampuan. contoh seperti seorang Menteri, Kepala 
Dinas, Kepala kepolisian, Kepala Militer dan kekuasaan yudikatif lainnya. 





menangani, tetapi terdapat indikasi kuat bahwa yang bersangkutan akan 
berkhianat. Ketiga, sepanjang penguasaan urusan kenegaraan kepada non-
Muslim itu nyata memberi manfaat bagi masyarakat, dengan catatan 
bahwasanya orang non-Muslim yang dimaksud adalah berasal dari kalangan 
ahli dzimmih dan harus ada mekanisme kontrol yang efektif. Sedangkan 
Muhammadiyah dalam keputusan Majelis Tarjihnya pada hari Jumat 12 
Dzulqaidah 1430 H/ 30 Oktober 2009 M terkait dengan memilih partai politik 
dan calon legislatif butir 3 menyebutkan bahwa syarat mutlak calon pemimpin 
yang harus dipilih adalah yakni beragama Islam dengan mengutip  Q.S Al-
Maidah ayat 51. Keputusannya ini jelas bahwa memilih pemimpin non-
Muslim adalah haram karena salah satu syarat calon pemimpin yang dipilih 
adalah harus beragama Islam. 
B. Implikasi Penelitian 
Setelah penulis melakukan penelitian, maka implikasi yang dapat diajukan 
sebagai berikut: 
1. Dengan adanya fatwa terkait hukum memilih pemimpin non-Muslim dari 
organisasi masyarakat Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dapat 
memudahkan masyarakat umum untuk mengetahui hukumnya memilih 
pemimpin non-Muslim dan juga menentukan sikap terhadap kepemimpinan 
non-Muslim ditengah-tengah masyarakat Muslim. 
2. Kepada penelitian berikutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan 
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